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RINGKASAN 

 

 

Pentingnya pengungkapan intellectual capital bagi organisasi sektor publik untuk memenuhi 

kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan evaluasi kinerja organisasi sektor 

publik, namun saat ini belum dapat dilakukan penilaian tingkat pengungkapannya, 

menyebabkan perlunya dilakukan penelitian ini.  Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah 

menemukan model penilaian tingkat pengungkapan intellectual capital sektor publik.  Target 

khusus yang ingin dicapai adalah dihasilkannya model penilaian tingkat pengungkapan 

intellectual capital sektor publik, artikel ilmiah yang dipublikasikan di berkala ilmiah 

nasional, dan buku panduan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

interpretatif atau kualitatif. Untuk mencapai tujuan penelitian, desain penelitian untuk tahun 

pertama adalah  identifikasi dan perumusan  definisi pengungkapan intellectual capital sektor 

publik, identifikasi perlunya mengungkapkan intellectual capital bagi organisasi sektor 

publik, dan mengembangkan model penilaian tingkat pengungkapan intellectual capital 

sektor publik.  Penelitian ini menghasilkan definisi pengungkapan intellectual capital sektor 

publik, rumusan perlunya mengungkapkan intellectual capital sektor publik, serta draft 

model penilaian tingkat pengungkapan intellectual capital sektor publik dalam bentuk draft 

panduan penilaian pengungkapan tingkat intellectual capital sektor publik.  Pengungkapan 

intellectual capital sektor publik didefinisikan sebagai laporan yang dimaksudkan untuk 

memenuhi kebutuhan informasi umum bagi penguna dan merupakan pendekatan yang dapat 

digunakan untuk mengukur aset intangible dan menggambarkan hasil-hasil pengetahuan 

perusahaan berbasis aktivitas.  Organisasi sektor publik perlu mengungkapkan intellectual 

capital untuk kepentingan transparansi dan akuntabilitas publik. Secara garis besar draft 

model penilaian tingkat pengungkapan intellectual capital sektor publik menggariskan 4 

tahapan penilaian tingkat pengungkapan intellectual capital sektor publik yang meliputi: 1). 

identifikasi indeks pengungkapan intellectual capital sektor publik, 2). Penyusunan bobot 

indeks pengungkapan intellectual capital sektor publik, 3). Pengukuran kualitas 

pengungkapan intellectual capital sektor publik, dan 4). Penentuan skor pengungkapan 

intellectual capital sektor publik. 

 

Kata kunci: model, penilaian, tingkat pengungkapan, intellectual capital, sektor publik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Prinsip filosofi manajemen baru pada organisasi sektor publik, yang 

dikenal sebagai manajemen publik baru (new public management=NPM) 

menuntut organisasi sektor publik untuk dapat mengembangkan dan mengelola 

aset tidak berwujudnya, khususnya intellectual capital.  Hal tersebut dikarenakan 

manfaat yang diberikan organisasi sektor publik kepada masyarakat, kebanyakan 

dibangun oleh aset tidak berwujudnya (Del Bello, 2006).  Aset tidak berwujud 

tersebut menjadi sumber utama keunggulan kompetitif organisasi sektor publik 

yang pada akhirnya akan menghasilkan kesejahteraan publik, kualitas hidup, 

maupun perlindungan bagi lingkungan dan reputasi suatu wilayah.   

Akuntansi sektor publik yang ada saat ini, tidak memadai untuk 

melakukan pengungkapan aset tidak berwujud sektor publik, termasuk intellectual 

capital. Sebagian besar input dan output organisasi sektor publik yang bersifat 

tidak berwujud, menyebabkan banyak aktivitas organisasi sektor publik tidak 

dapat dikuantifikasikan secara moneter.  Keefektifan aktivitas organisasi sektor 

publik pun pada akhirnya sulit dianalisa dan dievaluasi berdasarkan ketentuan 

akuntansi sektor publik yang ada pada saat ini. Fakta tersebut kemudian 

memunculkan minat stakeholder organisasi sektor publik untuk melihat informasi 

di luar informasi keuangan, khususnya aset tidak berwujud dalam bentuk 

intellectual capital.  Pada dasarnya, kondisi tersebut dapat diantisipasi oleh 

pemerintah, karena pemerintah dapat menentukan bentuk dan jenis informasi 

tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur dalam 

kerangka konseptual maupun standar akuntansi pemerintahan.  

Bagi organisasi sektor publik, pengungkapan intellectual capital 

memegang peran penting untuk tujuan  memuaskan kebutuhan informasi 

pengguna dalam suatu cara yang memungkinkan untuk mendukung proses 

pengambilan keputusan dan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Oleh karenanya, 
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maka perlu dikembangkan model penilaian tingkat pengungkapan intellectual 

capital sektor publik yang dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan 

akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan evaluasi kinerja organisasi sektor 

publik. 

 

1.2  Urgensi (Keutamaan) Penelitian 

Dalam perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia, fenomena 

yang terjadi saat ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas organisasi sektor 

publik, baik di pusat maupun daerah.  Akuntabilitas manajerial sebagai salah satu 

dimensi akuntabilitas publik memiliki peran penting dalam menciptakan 

kredibilitas manajemen pemerintah daerah.  Jika masyarakat menilai pemerintah 

daerah tidak akuntabel, masyarakat dapat menuntut pergantian pemerintahan, 

pergantian pejabat, dan sebagainya.  Rendahnya tingkat akuntabilitas juga 

meningkatkan risiko berinvestasi dan mengurangi kemampuan untuk 

berkompetisi serta melakukan efisiensi (Mardiasmo, 2006).   

Akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang 

didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan 

atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya (Governmental Accounting 

Standards Boards (GASB, 1999). Pernyataan tersebut menunjukan bahwa 

akuntabilitas memungkinkan masyarakat menilai pertanggungjawaban pemerintah 

atas semua aktivitas yang dilakukan. Kerangka Konseptual Akuntansi 

Pemerintahan Paragraf 25 sebagaimana terlampir dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan menyebutkan bahwa setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban 

untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai 

dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode 

pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, 

keseimbangan antargenerasi (intergenerational equity), dan evaluasi kinerja.  

Intellectual capital menggambarkan kumpulan pengetahuan yang melekat 

pada pegawai, rutinitas organisasi dan hubungan dengan jaringan organisasi 
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(Stewart, 1997; Bontis, 2002; Kong, 2008), dan dalam ekonomi berbasis 

pengetahuan, pengetahuan  adalah paling penting (Kong&Thompson, 2009). 

Intellectual capital telah diakui sebagai sumber daya penting yang dibutuhkan 

organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (Chen, 

2008; Kong&Prior, 2008; Schiuma&Lerro, 2008).  Hal tersebut menuntut 

organisasi sektor publik untuk mengungkapkan aset tidak berwujudnya, 

khususnya intellectual capital sehingga dapat diketahui sumber keunggulan 

kompetitif yang menghasilkan atau akan menghasilkan nilai, seperti fokus pada 

anggota masyarakat, tanggungjawab sosial dan profesionalisme staf.   

Pengungkapan intellectual capital sektor publik kemudian memegang 

peran penting bagi organisasi sektor publik, untuk menyajikan informasi kepada 

stakeholder, sehingga stakeholder akan dapat mengetahui nilai sumber daya 

ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional 

pemerintahan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan 

membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. 

Pengungkapan ini merupakan suatu bentuk kebutuhan transparansi yang 

merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas, berupa keterbukaan 

pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Dengan 

mengidentifikasi, menilai dan mengelola intellectual capital, akan dapat 

mendukung tercapainya keberhasilan organisasi sektor publik, memperbaiki 

pengambilan keputusan, dan dapat digunakan untuk menunjukan tingkat kualitas 

proses manajemen kepada publik (Ramirez, 2010). Pendekatan intellectual capital 

dapat membantu memfasilitasi proses pembelajaran dalam organisasi sektor 

publik karena memberikan kekuatan manajer publik untuk memikirkan kembali 

misinya (Kong&Thompson, 2009), dan juga memberikan kekuatan kepada 

manajer publik untuk mengetahui apa yang diketahui (know-what) dan 

kemampuan untuk memberikan yang diketahuinya (know-how).  Hal ini penting 

bagi organisasi sektor publik karena organisasi sektor publik harus belajar 

pengetahuan baru dan meniadakan pengetahuan yang tidak diperlukan dalam 

organisasi yang telah berubah (Kong, 2009). 
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 Intellectual capital pada organisasi sektor publik perlu diungkapkan, 

sebab pada organisasi sektor publik, intangibility seringkali lebih dominan 

dibanding pada organisasi sektor privat (Serrano, Marr&Bossi, 2003). Organisasi 

sektor publik juga selalu intensif dengan human capital dan berfokus pada 

keluaran yang memiliki sifat tidak berwujud (Wall, 2005). Dengan 

mengidentifikasi dan menilai intellectual capital, manajer organisasi sektor publik 

akan lebih mampu mengelola intellectual capital.   

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki urgensi untuk 

dilakukan karena pengungkapan intellectual capital memiliki peran penting bagi 

organisasi sektor publik, khususnya untuk memenuhi kepentingan akuntabilitas, 

manajemen, transparansi, dan evaluasi kinerja organisasi sektor publik.  Jika 

intellectual capital tidak dilaporkan, maka terdapat risiko intellectual capital tidak 

akan memperoleh perhatian manajemen dengan cukup (Guthrie&Petty, 2000b), 

padahal organisasi sektor publik harus akuntabel, tidak saja atas dana yang 

dipercayakan kepadanya, namun juga terhadap hasil yang dicapainya 

(Hyndman&Anderson, 1991).   
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Resource-Based Theory (RBT) 

 RBT mengemukakan bahwa organisasi merupakan kombinasi antara 

sumberdaya dan kapabilitas.  Esensi dari sebuah organisasi terletak pada 

kemampuannya untuk menciptakan, mentransfer, menggunakan, 

mengintegrasikan dan mengeksploitasi aset pengetahuan, yang disebut intellectual 

capital (Teece, 1998).  Kaplan dan Norton (1992) berpendapat bahwa sumberdaya 

penting yang menentukan keberhasilan masa yang akan datang adalah intangibles.  

Keunggulan kompetitif diturunkan dari sumberdaya dan kapabilitas, yang 

merupakan kumpulan dari aset berwujud dan tak berwujud, termasuk di dalamnya 

skill manajemen organisasi, proses dan rutinitas organisasional, serta informasi 

dan pengetahuan yang mengendalikan (Barney, 2001).  Hal tersebut sejalan 

dengan karakteristik intellectual capital yang menekankan pada sumberdaya 

dalam suatu tindakan yang berfokus pada penciptaan, implementasi dan 

penyebaran sumberdaya.  Dengan demikian, maka pengungkapan intellectual 

capital akan membantu investor maupun manajemen organisasi untuk memahami 

penggerak nilai organisasi dan proses penciptaan nilai. 

 

2.2  Intellectual Capital Pada Organisasi Sektor Publik 

 Kajian literatur yang dilakukan Kaufman dan Schneider (2004) 

menunjukan bahwa belum ada kesepakatan mengenai istilah atau definisi 
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intellectual capital.  Bounfour (2003) menyatakan bahwa para peneliti dan analis 

belum memperoleh kesepakatan mengenai definisi dari investasi tidak berwujud 

beserta elemen pembentuknya.  Tabel 2.1 menunjukan sejumlah definisi 

intellectual capital.   

Tabel 2.1 Definisi Intellectual Capital 
Peneliti Definisi 

Roos, Roos, 

Dragonetti, 

dan 

Edvinsson 

(1997) 

Intellectual capital diklasifikasikan sebagai structural capital dan human 

capital, thinking dan non-thinking assets.  Peneliti membuat perbedaan 

utama terhadap premis bahwa human capital memerlukan pendekatan 

manajemen yang berbeda dari jenis modal lainnya. 

Sveiby 

(1997) 

Intellectual capital meliputi invisible asset organisasi yang terdiri dari: 

kompetensi pegawai (skill, pendidikan, dan pengalaman) dan 

kapasitasnya untuk bertindak dalam berbagai situasi; struktur internal 

(manajemen, struktur paten, konsep, model, kapabilitas penelitian serta 

pengembangan dan software); dan struktur eksternal (nama baik, merk, 

hubungan dengan pelanggan dan pemasok). 

Stewart 

(1997) 

Intellectual capital didefinisikan sebagai materi intelektual-pengetahuan, 

informasi, intellectual property, dan pengalaman yang dapat digunakan 

untuk menciptakan kesejahteraan. 

Brooking 

(1996) 

Intellectual capital terdiri dari manusia, sistem, dan komponen pasar. 

Edvinsson 

dan Malone 

(1997) 

Pegawai dan manajer dalam organisasi menggambarkan human capital.  

Human capital diartikan sebagai apa yang dapat pegawai lakukan baik 

secara individu maupun kelompok.  Komponen sistem menggambarkan 

pengetahuan dalam perusahaan yang independen dari pegawai, yang 

meliputi paten, kontrak-kontrak, database, dan teknologi informasi dan 

produksi.  Komponen pasar meliputi hubungan antara organisasi dengan 

pihak diluar organisasi misalnya dengan pemasok, distributor dan 

pelanggan. 

Kaplan dan 

Norton 

(1992) 

Sullivan 

(1999) 

Komponen intellectual capital dari balanced scorecards terdiri dari tiga 

perspektif yang dihubungkan dengan pelanggan, proses bisnis internal, 

serta pertumbuhan dan pembelajaran.  Intellectual capital adalah 

pengetahuan yang dapat diubah menjadi laba, yang terdiri dari dua 

elemen, yaitu human capital dan intellectual asset.  Human capital 

terdiri dari pegawai perusahaan yang memiliki skill, kemampuan, 

pengetahuan dan know-how.  Pegawai adalah “unit” individual dari 

human capital yang harus ditempatkan dengan atribut-atribut yang dapat 

digunakan secara efektif.  Dalam tiap pegawai terdapat pengetahuan 

yang bersifat tacit (tidak dapat dikodifikasikan) untuk digunakan.  

Intellectual assets diciptakan saat human capital dapat dikodifikasikan.  

Pada titik ini perusahaan dapat mentransfer  intellectual asset kepada 

individu lainnya setiap saat diperlukan.  

Mayo 

(2000) 

Peneliti memfokuskan pada definisi human capital dan 

mendefinisikannya sebagai kapabilitas, pengetahuan, skill, pengalaman, 
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dan jaringan dengan kemampuan untuk mencapai hasil dan potensi untuk 

tumbuh; motivasi individual dalam bentuk aspirasi, ambisi, 

mengarahkan, motivasi kerja dan produktivitas; keefektifan kelompok 

kerja dalam bentuk dukungan, saling menghormati untuk berbagi dan 

nilai-nilai; kepemimpinan dalam bentuk kejelasan visi dan kemampuan 

untuk mengkomunikasikan visi; iklim organisasional dalam bentuk 

budaya, khususnya kebebasan untuk berinovasi, keterbukaan, 

fleksibilitas dan rasa hormat untuk tiap individu.   

Haanes dan 

Lowendahl 

(1997) 

Perbedaan yang dibuat antara sumber daya intangible kompetensi dan 

hubungan.  Kompetensi dikonseptualisasikan sebagai kemampuan untuk 

melakukan sesuatu yang dimanifestasikan pada level individu dan 

organisasional.  Hubungan merupakan jenis intellectual capital yang 

dimanifestasikan dalam reputasi perusahaan dan loyalitas pelanggan.  

Keduanya ada dalam individu dan kelompok.   

Sumber: Schneider dan Samkin (2008) 
 
 Perbedaan sasaran organisasi sektor privat dan sektor publik menyebabkan 

elemen intellectual capital dari kedua sektor tersebut berbeda.  Kebutuhan 

transparansi dalam manajemen merupakan perhatian utama organisasi sektor 

publik. Aset tidak berwujud yang relevan di dalam organisasi sektor publik 

ditunjukan dalam Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Klasifikasi Aset Tidak Berwujud Sektor Publik 

Internal 

Organization 

External Structural 

Capital 

Human Capital Social and 

Environmental 

Commitment 

Kemampuan 

inovasi 

Layanan Keharmonisan 

pegawai 

Komitmen sosial 

Know-how Citra Pelatihan rutin Komitmen 

lingkungan 

Structural 

organization 

Transparansi Pemeliharaan 

pegawai 

 

Budaya perusahaan    

Komunikasi    

Sumber: Cinca, Molinero, dan Queiroz (2003) 

 
 
2.3  Pengukuran Intellectual Capital di Organisasi Sektor Publik 

 Sveiby (2000) mengelompokan model intellectual capital ke dalam empat  

kategori: 1). Market capitalization model (MCM), menentukan nilai intellectual 

capital atau aset tidak berwujud sebagai perbedaan antara nilai pasar perusahaan 

dan nilai ekuitas pemegang saham, dengan contoh penerapannya adalah Tobin’s 
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ratio, 2). Return on assets methods (ROA), menentukan nilai intellectual capital 

atau aset tidak berwujud dengan membandingkan antara ROA perusahaan dengan 

rata-rata industrinya, dengan contoh penerapannya adalah economic value added 

(EVA) yang diajukan oleh Stewart (1997), 3). Direct intellectual capital methods 

(DIC), mengestimasi nilai kas dari aset tidak berwujud dengan mengidentifikasi 

berbagai komponen dan penilaiannya, dengan contoh penerapannya adalah 

technology broker yang diajukan oleh Brooking (1996), dan 4). Scorecards 

methods (SC), mengidentifikasi berbagai komponen aset tidak berwujud dengan 

serangkaian indikator, dengan beberapa penerapan SC antara lain balanced 

scorecards (Kaplan&Norton, 1992), business navigator (Edvinsson&Malone, 

1997), intangible asset monitor (Sveiby, 1997).   

 Bossi, Fuertes, dan Serrano (2001) mengemukakan bahwa terdapat 

kesulitan untuk mengaplikasikan model intellectual capital sektor privat ke sektor 

publik karena sasaran entitas administrasi publik (memperbaiki kualitas pelayanan 

masyarakat dan manajemen yang lebih baik) berbeda dengan sasaran sektor privat 

(memaksimumkan laba dan menciptakan nilai bagi pemegang saham).  MCM, 

ROA, dan DIC memfokuskan pada penilaian ekonomis sehingga tidak dapat 

diterapkan secara langsung pada organisasi sektor publik, yang dikarenakan tidak 

dapat ditentukannya nilai pasar organisasi sektor publik.  Konsep akuntansi 

seperti laba operasi, modal kerja, nama dagang, atau goodwill tidak berlaku pada 

organisasi sektor publik atau memiliki makna yang berbeda.  Di samping itu, 

terdapat perbedaan elemen intellectual capital sektor privat dengan sektor publik.  

Misalnya, customer capital atau external structure dalam sektor privat ditentukan 

oleh nilai pelanggan dan merek, sedangkan dalam sektor publik, yang menjadi 

pelanggan adalah masyarakat, yang  meskipun secara konsep sama dengan 

pelanggan pada sektor privat, namun ketiadaan kompetisi atau pilihan bagi 

masyarakat, kecuali menggunakan  jasa sektor publik, menjadikan indikator yang 

digunakan juga berbeda.  Sektor publik tidak mengenal istilah merek, namun yang 

dikenal adalah istilah citra atau reputasi.  Human dan organizational capital 

sektor publik menunjukan karakteristik yang khas, misalnya dalam rekruitmen, 
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promosi pegawai, serta pengelolaan pegawai yang berbeda dengan sektor privat. 

Oleh karenanya, jenis model sektor privat yang sesuai untuk diterapkan pada 

organisasi sektor publik adalah yang mendasarkan pada  metode SC, karena SC 

tidak melakukan penilaian secara moneter untuk aset tidak berwujud, sehingga 

akan lebih memungkinkan untuk diaplikasikan dalam organisasi sektor publik.   

 

2.4  Studi Pendahuluan yang Telah Dilaksanakan 

Tabel 2.3 Studi Pendahuluan yang Telah Dilaksanakan  

dan Model yang Dihasilkan 
Model Deskripsi 

Intellectual Capital 

General Model 

Model ini diajukan oleh Bueno, Merino, dan Salmador (2003, 

2004) dalam proyek SICAP yang didanai oleh Spanish Ministry of 

Science and Technology (PROFIT Programme) dan European 

Regional Development Fund (ERDF) untuk memfasilitasi 

manajemen pelayanan publik yang efisien dengan mengadopsi 

Intellectus Model. Model mengidentifikasi intellectual capital ke 

dalam tiga dimensi, yaitu public human capital, public structural 

capital (public organizational capital, public technological 

capital, public social capital), dan public relational capital.   

Model Intellectual 

Capital yang 

Mendasarkan Pada 

European 

Foundation Quality 

Management Model 

(EFQM) 

Caba dan Sierra (2001) mengajukan model pengukuran intellectual 

capital yang mendasarkan pada European Foundation Quality 

Management Model (EFQM).  Model mengintegrasikan elemen 

yang berbeda dari EFQM model, ke dalam tiga blok yang 

membentuk intellectual capital, yaitu human capital, structural 

capital, dan relational capital.  

Intangible Assets 

Statement 

 

Garcia (2001) mengajukan model yang mendasarkan pada 

intangible asset monitor (Sveiby, 1997) dan intellect model 

(Euroforum, 1998), yang disebut   intangible assets statement 

dengan bagian non keuangan merupakan investasi tidak berwujud 

yang selama ini tidak dapat diakui sebagai aset dalam akuntansi 

tradisional.  Model menterjemahkan strategi dan misi organisasi 

sektor publik ke dalam serangkaian indikator yang memberikan 

informasi mengenai pencapaian sasaran investasi atau elemen 

tidak berwujud.  

Model Intellectual 

Capital yang 

Diajukan Bossi 

(2003) 

 

Bossi (2003) mengajukan model intellectual capital sektor publik 

dengan menekankan pada lima perspektif, yaitu sumber daya 

manusia, proses internal, hubungan eksternal, transparansi, dan 

kualitas.  Prinsip dasar model ini adalah bahwa organisasi sektor 

publik dapat menunjukan intellectual capital positif maupun 

negatif, tergantung pada praktik dan kebijakan manajemen atas 

elemen tidak berwujud.  Tiap perspektif intellectual capital dapat 

menunjukan hal positif yang memberikan kontribusi terhadap 
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peningkatan intellectual capital dan hal negatif yang menghasilkan 

intellectual liability.  Model juga menentukan tiga tingkatan 

organisasi sektor publik, yaitu: 1). Intellectual capital intensity, 

jika pengelolaan elemen tidak berwujud sangat baik, 2).  Inertia, 

jika pengelolaan elemen tidak berwujud cukup baik, dan 3).  

Intellectual capital shortage, jika pengelolaan elemen tidak 

berwujud tidak dapat memuaskan masyarakat.   
 

 

2.5 Roadmap Penelitian 

Hasil penelitian mengenai intellectual capital sektor privat menunjukan 

bahwa intellectual capital berhubungan dengan kinerja organisasi (Bontis, 

Keow&Richardson, 2000; Firer&Williams, 2003; Partiwi&Sabeni, 2005;  

Sunarta&Partiwi, 2007; Partiwi, 2011a; Partiwi, 2011b; Partiwi, 2011c). Pada 

organisasi sektor publik, Cohen dan Vlismas (2011) juga menemukan bahwa 

intellectual capital berhubungan dengan peningkatan kinerja sektor publik.  

Temuan penelitian tersebut melatarbelakangi peneliti, untuk pada tahun 2012-

2013 mengembangkan model pelaporan intellectual capital sebagai pelengkap 

laporan keuangan, khususnya untuk organisasi privat untuk menjelaskan nilai 

lebih yang dimiliki organisasi, yang tidak terefleksi di laporan keuangan 

tradisional, dan kemudian dilanjutkan untuk organisasi sektor publik pada tahun 

2013-2014.  

  Setelah model pelaporan intellectual capital berhasil dikembangkan 

untuk organisasi sektor privat dan sektor publik, penelitian berikutnya akan 

melakukan pengembangan model penilaian tingkat pengungkapan intellectual 

capital, yang diawali untuk sektor publik pada 2014-2015, dan di sektor privat 

pada tahun 2016-2017.  Dengan rangkaian penelitian tersebut, diharapkan tujuan 

akhir dari penelitian secara keseluruhan, yaitu organisasi dapat menyajikan 

informasi intellectual capital untuk memenuhi kebutuhan informasi  stakeholder 

ke dalam laporan yang terpisah dari laporan keuangan tradisional dapat terwujud 

pada tahun 2018. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka roadmap penelitian yang 

dikembangkan ditunjukan dalam Gambar 2.1 berikut. 
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Gambar 2.1 Roadmap Penelitian 

 

 

BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

3.1  Tujuan Penelitian 

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menemukan model penilaian 

tingkat pengungkapan intellectual capital sektor publik, yang dapat digunakan 

untuk memenuhi kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi dan evaluasi 

kinerja organisasi sektor publik.  Sedangkan, secara khusus penelitian  ini 

bertujuan untuk : 1).  mengidentifikasi dan merumuskan definisi pengungkapan 
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intellectual capital sektor publik, 2). mengidentifikasi perlunya mengungkapkan 

intellectual capital bagi organisasi sektor publik, dan 3). mengembangkan model 

penilaian tingkat pengungkapan intellectual capital sektor publik. 

 

3.2  Manfaat Penelitian 

Temuan yang ditargetkan dalam penelitian ini adalah model penilaian 

tingkat pengungkapan intellectual capital sektor publik yang dapat memenuhi 

kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan evaluasi kinerja 

organisasi sektor publik, artikel yang dipublikasikan di berkala ilmiah nasional, 

dan buku panduan mengenai penilaian tingkat pengungkapan intellectual capital 

sektor publik. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh organisasi sektor publik   

sebagai alternatif untuk melakukan penilaian tingkat pengungkapan intellectual 

capital, yang saat ini belum dapat dilakukan. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1  Metode 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretatif atau pendekatan 

kualitatif, untuk memperoleh kedalaman apresiasi dari pemahaman mengenai 

intellectual capital sektor publik ditinjau dari sudut pandang akuntansi, sehingga 

dapat dikembangkan model penilaian tingkat  pengungkapan  intellectual capital 

sektor publik.  

  

4.2  Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada organisasi sektor publik yang terdapat pada  

Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Badung. 

 

4.3  Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder 

dan data primer.  Data sekunder diperoleh dari jurnal, buku atau dokumen tertulis 

lainnya, dengan teknik pengumpulan data dokumentasi.  Dokumen yang 

digunakan berbentuk karya, yaitu hasil-hasil penelitian mengenai intellectual 

capital dan publikasi dari ikatan profesi, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 

dalam bentuk Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta laporan tahunan 

organisasi sektor publik.  Data primer diperoleh dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data focus group discussion (FGD) yang digunakan untuk 

mengembangkan dan menguji model penilaian tingkat pengungkapan intellectual 

capital sektor publik. 

 

4.4  Teknik Analisis Data 

Permasalahan penelitian dipecahkan dengan teknik content analysis, yang 

hasilnya kemudian digunakan sebagai bahan untuk menjawab pertanyaan 

penelitian pada tahap selanjutnya bersama data lain yang diperoleh dari FGD.  

Alat analisis lainnya adalah analisis komparasi, yaitu membandingkan obyek 

penelitian dengan konsep pembanding, dengan tujuan membandingkan apakah 

model yang dikembangkan memiliki persamaan dengan konsep pengujinya.  

Konsep penguji dalam penelitian ini adalah doktrin, postulat, dalil, dan teori 
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akuntansi.  Konsep penguji juga menggunakan publikasi yang dikeluarkan oleh 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam bentuk Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP), hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal, maupun pendapat para 

pakar. Peneliti juga menentukan alat uji dengan mengidentifikasi teori yang 

sekiranya mampu menjawab pertanyaan penelitian.  Dalam penelitian ini 

digunakan pendekatan pragmatik sebagai alat untuk mengupas kandungan yang 

ada pada kepustakaan akuntansi.  Pendekatan pragmatik setahap demi setahap 

(dengan sistematis) digunakan sebagai basis analisis untuk memahami apakah 

gagasan model yang dikembangkan dapat diterima oleh teori yang digunakan 

sebagai alat analisis. 

   

4.5  Pengujian Keabsahan Data 

Penelitian ini melakukan uji keabsahan data kualitatif dengan uji 

transferability dan uji konfirmability.  Jika pembaca laporan penelitian 

memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, “semacam apa” suatu hasil 

penelitian dapat diperlakukan (transferability), maka laporan tersebut memenuhi 

standar transferabilitas (Sanafiah Faisal, 1990), dan jika hasil penelitian 

merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut 

telah memenuhi standar konfirmability.  

  

4.6 Desain Penelitian 

Tahap 1 Identifikasi dan Perumusan Definisi Pengungkapan Intellectual 

Capital Sektor Publik 

 Tahap ini dilakukan dengan melakukan kajian literatur atas konsep-konsep 

intellectual capital yang telah dirumuskan oleh peneliti-peneliti sebelumnya serta 

kesesesuaiannya dengan karakteristik organisasi sektor publik, yang hasilnya 

digunakan untuk merumuskan definisi pengungkapan intellectual capital sektor 

publik. 
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Tahap 2 Identifikasi Perlunya Mengungkapkan Intellectual Capital Bagi 

Organisasi Sektor Publik 

 Pada tahap ini dilakukan identifikasi perlunya mengungkapkan intellectual 

capital bagi organisasi sektor publik, untuk kepentiangan siapa intellectual capital 

perlu diungkapkan dan manfaat pengungkapan intellectual capital bagi organisasi 

sektor publik.  Luarannya adalah rumusan pentingnya pengungkapan intellectual 

capital sektor publik, pengguna dan manfaat pengungkapan.  

 

Tahap 3 Pengembangan Model Penilaian Tingkat Pengungkapan Intellectual 

Capital Sektor Publik 

Langkah 1 Mengembangkan Indeks Pengungkapan Intellectual Capital Sektor 

Publik 

 Dalam penelitian ini, indeks digunakan untuk mengukur pengungkapan 

sukarela intellectual capital sektor publik.  Kualitas pengungkapan intellectual 

capital dinilai dengan menggembangkan sistem pembobotan yang melibatkan 

organisasi sektor publik beserta para stakeholdernya (auditor pemerintah, kepala 

bagian personalia sektor publik, kepala bagian keuangan sektor publik, akademisi) 

untuk mengidentifikasi tingkat kepentingan relatif pengungkapan sebuah item. 

Stakeholder sektor publik dipilih berdasarkan keterlibatannya dalam pemerintahan 

daerah, pengetahuan terhadap organisasi sektor publik, pengetahuan mengenai 

item yang harus dimasukan dalam laporan organisasi sektor publik, pengalaman 

personal, atau keanggotaan dalam kelompok stakeholder sektor publik.  Indeks 

juga digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan kualitas pengungkapan item 

individual.   

Langkah 1a Identifikasi Indeks Pengungkapan Intellectual Capital Sektor 

Publik 

Langkah ini diawali  dengan melakukan kajian literatur intellectual 

capital, yang akan menghasilkan list awal item elemen intellectual capital sebagai 

dasar untuk merumuskan indeks pengungkapan intellectual capital sektor publik.  

List selanjutnya dikembangkan dengan melakukan content analysis terhadap 
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indeks pengungkapan intellectual capital organisasi privat yang kemudian 

dimodifikasi, disesuaikan dengan karakteristik organisasi sektor publik.  Langkah 

ini menghasilkan list awal item elemen intellectual capital sektor publik. 

Langkah 1b Menyusun Bobot Indeks Pengungkapan Intellectual Capital Sektor 

Publik    

 Pada langkah ini ditentukan bagaimana menyusun bobot indeks 

pengungkapan intellectual capital sektor publik dan siapa saja pihak yang terlibat 

di dalamnya. Bobot indeks ini nantinya merupakan best practices model 

pengungkapan intellectual capital dan digunakan untuk memberikan skor 

bagaimana organisasi sektor publik mengungkapkan item elemen intellectual 

capital dalam laporan tahunannya.  Luarannya adalah rumusan cara menyusun 

bobot indeks pengungkapan intellectual capital sektor publik dan pihak yang 

terlibat didalamnya. 

Langkah 1c Menentukan Kualitas Pengungkapan Intellectual Capital Sektor 

Publik   

 Langkah ini menentukan bagaimana mengukur kualitas pengungkapan 

intellectual capital sektor publik untuk tiap item elemen intellectual capital sektor 

publik yang telah dirumuskan pada langkah sebelumnya.  Luaran yang dihasilkan 

adalah rumusan cara menentukan kualitas pengungkapan intellectual capital 

sektor publik. 

Langkah 2 Menentukan Skor Pengungkapan Intellectual Capital pada Laporan 

Tahunan Organisasi Sektor Publik 

 Pada langkah ini ditentukan cara melakukan pengkodean item elemen 

intellectual capital dalam laporan tahunan organisasi sektor publik, yang hasilnya 

digunakan untuk menilai tingkat dan kualitas pengungkapan intellectual capital 

organisasi sektor publik.  Luaran yang dihasilkan adalah rumusan cara melakukan 

skoring pengungkapan intellectual capital pada laporan tahunan organisasi sektor 

publik. 

Langkah 3 Melakukan FGD 
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FGD dilakukan agar memperoleh konsep yang akurat mengenai model 

yang dikembangkan dan telah disusun berdasarkan kajian teoritis sebelumnya, 

dengan mengundang para pakar yang tergabung dalam Ikatan Akuntan Indonesia 

(IAI) Kompartemen Akuntan Pendidik dan Kompartemen Akuntan Sektor Publik 

serta stakeholder sektor publik.  

Langkah 4  Menguraikan Hasil FGD 

Analisis dilakukan dengan melakukan interpretasi dan penyajian melalui 

peta konsep. Peta konsep digunakan sebagai alat untuk melakukan penggalian 

model penilaian tingkat pengungkapan intellectual capital sektor publik dan 

metode yang efisien untuk membagikan, mendiskusikan dan menguraikan data 

kualitatif yang dihasilkan FGD. Langkah ini akan menghasilkan karakterisasi atas 

konsep penilaian tingkat pengungkapan intellectual capital sektor publik yang 

digambarkan melalui peta konsep.   

Langkah 5 Interpretasi Peta Konsep dan Formulasi Model Penilaian Tingkat 

Pengungkapan Intellectual Capital Sektor Publik 

 Agar model dapat terbentuk dengan baik, maka peta konsep diberikan 

interpretasi, yang kemudian digunakan untuk melakukan formulasi model 

penilaian tingkat pengungkapan intellectual capital sektor publik.  Luarannya 

adalah model penilaian tingkat pengungkapan intellectual capital sektor publik 

yang dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan transparansi, manajemen, 

akuntabilitas, dan evaluasi kinerja organisasi sektor publik. 

Langkah 6  Seminar Model Penilaian Tingkat Pengungkapan Intellectual 

Capital Sektor Publik 

 Untuk mengetahui validasi model yang dihasilkan, dilakukan seminar 

dengan pakar sebagai pembahasnya.  Diharapkan dengan langkah ini dihasilkan 

model penilaian tingkat pengungkapan intellectual capital sektor publik dengan 

validitas yang baik. 

 

 Secara garis besar, pengembangan model pengungkapan intellectual 

capital sektor publik mengikuti bagan alir penelitian dalam Gambar 4.1. Luaran 
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yang ditargetkan untuk tahun pertama adalah model penilaian tingkat 

pengungkapan intellectual capital sektor publik. Indikator capaiannya adalah 

model diseminarkan dengan para akademisi dan pakar sebagai pembahas, agar 

diketahui bagaimana validasinya untuk mengatasi permasalahan yang ada. 

Apabila model yang dihasilkan sesuai dengan konsep teoritik, serta disepakati 

oleh sebagian besar peserta seminar, maka model dianggap cukup.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Bagan Alir Penelitian 
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BAB V 

HASIL YANG DICAPAI 

 

5.1  Identifikasi dan Perumusan Definisi Pengungkapan Intellectual Capital 

Sektor Publik 

Review terhadap literatur menunjukan bahwa tidak ada konsensus terhadap 

serangkaian istilah dan definisi intellectual capital.  Bounfour (2003) menyatakan 

bahwa para peneliti dan analis  tidak mencapai kesepakatan  terhadap definisi 

investasi intangible beserta komponennya.  Tabel 5.1 menunjukan sejumlah 

definisi intellectual capital yang menggambarkan kesulitan para peneliti ketika 

menentukan komponen intellectual capital. 

Tabel 5.1 

Pendekatan Intellectual Capital 
Pendekatan Intellectual 

Capital 

Alternatif Lainnya Uraian 

Internal Capital 

Organisational Capital Diartikan sebagai pengetahuan yang 

melekat dalam struktur dan proses 

organisasi, meliputi paten, penelitian dan 

pengembangan, teknologi dan sistem 

Structural Capital 

Hubungan Internal 

External Capital 

Customer Capital Terdiri dari elemen-elemen yang 

berkaitan dengan hubungan dengan 

pelanggan: hubungan dengan pelanggan 

dan pemasok, nama dagang, merk 

dagang, dan reputasi.  

Relational Capital 

Hubungan Eksternal 

Human Capital Kompetensi Pegawai Diartikan sebagai rangkaian seluruh 

pengetahuan dan rutinitas dalam pikiran 

anggota organisasi dan meliputi 

skill/kompetensi, pendidikan dan 

pelatihan, pengalaman dan karakteristik 

nilai pegawai 
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Kebanyakan definisi intellectual capital memasukan pengetahuan organisasi dan 

mengakui bahwa intangible dapat memberikan manfaat pada masa yang akan 

datang.  Hal ini sejalan dengan definisi aset dalam standar akuntansi keuangan.  

Intellectual capital kemudian digambarkan sebagai nilai yang dihasilkan dari 

sumberdaya yang tidak ditemukan dalam neraca konvensional (Mouritsen, 

Bukh&Bang, 2005; Sveiby, 1997).    

Adanya perbedaan sasaran organisasi sektor privat dan sektor publik 

menyebabkan elemen intellectual capital dari kedua sektor tersebut berbeda.  

Cinca et al (2003) mengemukakan bahwa intangible asset dalam organisasi sektor 

publik dapat dibedakan ke dalam komponen: 

a. Internal organization  

Internal organization berhubungan dengan proses, prosedur kerja, dan 

skill yang memungkinkan organisasi melaksanakan fungsi dan mencapai 

tujuannya.  Kemampuan inovasi memungkinkan organisasi untuk beradaptasi 

dengan perubahan lingkungan. Know how merefleksikan akumulasi pengetahuan, 

prosedur kerja dan cara pendekatan masalah.  Efisiensi organisasi yang 

mendukung aliran informasi internal yang sangat penting bagi intangible asset 

disebut dengan structural organization capital.  Budaya organisasi, kumpulan 

nilai yang dibagikan oleh organisasi juga dapat termasuk intangible asset.  

Termasuk internal organization lain adalah komunikasi.  Dalam organisasi sektor 

privat, merupakan hal sangat penting untuk memperhitungkan aliansi strategis 

dengan organisasi lain, dan secara umum hubungan baik dengan lingkungan.  Hal 

ini juga berlaku di organisasi sektor publik, dimana jalinan dengan institusi 

lainnya, agen sosial, atau media dapat memiliki nilai sangat penting untuk 

pencapaian sasaran tertentu. Sebagai contoh, kemampuan organisasi sektor publik 

dalam mempengaruhi pengambilan keputusan sehubungan dengan penentuan 

anggaran. 

b. External structural capital,  
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Dalam modal ini, pelayanan sangat utama karena tujuan organisasi sektor 

publik adalah pada kepuasan pengguna.    Konsep nama dagang, yang tercantum 

dalam laporan keuangan untuk organisasi sektor privat sebagai intangible asset, 

sama dengan reputasi dalam organisasi sektor publik.  Reputasi merupakan 

intangible asset penting bagi organisasi sektor publik, karena reputasi 

memberikan konstribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi sektor publik, atau 

untuk meningkatkan aliran modal dan kesempatan pengembangan.  Interaksi 

dengan pengambilan keputusan politik yang memberikan manfaat besar dari 

intangible asset lainnya, yaitu transparansi.  Politikus berhadapan dengan para 

pemilihnya dan perlu untuk menunjukan bahwa tidak ada korupsi dalam 

manajemen keuangan publik. 

 

c. Human capital 

Terdapat kecerdasan dalam memberikan pelayanan karena sumber daya 

manusia dengan skill, pengetahuan, dan sikapnya merupakan hal krusial untuk 

pencapaian tujuan institusi (Klase, 1996).  Pegawai tim yang berkualifikasi baik, 

individu yang aktif dan kompeten akan mampu untuk melakukan inovasi dan 

memberikan pengaruh positif sehingga merupakan intangible asset penting.  

Konsep intangible lain adalah pelatihan rutin, karena organisasi harus mampu 

meyakinkan bahwa para pegawai akan selalu mengembangkan dirinya. 

Pemeliharaan pegawai seperti menciptakan atmosfer kerja, memberikan 

kesempatan promosi, insentif, kemanan kerja, dan keselamatan akan berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai. 

d. Social and environmental commitment 

Beberapa organisasi sektor publik menganggap komitmen sosial dan 

lingkungan lebih dari sekedar beban, meskipun beberapa organisasi 

menganggapnya sebagai intangible asset yang memperbaiki reputasi organisasi.  

Pada umumnya organisasi akan melaporkan dampak dari tindakan yang dilakukan 

terhadap lingkungan dan masyarakat dalam laporan tahunannya.  Dalam kaitannya 

dengan organisasi sektor publik, hal tersebut harus dilakukan.  Organisasi sektor 
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publik hendaknya tidak hanya melihat komitmen ini semata-mata sebagai suatu 

cara untuk memperbaiki reputasi, namun seharusnya menjadikannya sebuah 

tujuan penting. Penelitian mengenai intangible komitmen social telah lama 

dilakukan penelitian di bidang akuntansi (Mathews, 1993).  Akuntansi sumber 

daya manusia saat ini merupakan aspek penting dari akuntansi sosial 

(Likert&Bowers, 1968; Brummet, Flamholtz&Pyle, 1968).  Intangible komitmen 

lingkungan menggambarkan ukuran yang diperlukan organisasi sektor publik 

untuk menyampaikan tujuan atas usaha perlindungan terhadap lingkungan.   

Dalam Intellectual Capital General Model yang diajukan oleh Bueno et al 

(2003, 2004) dalam proyek SICAP yang didanai oleh Spanish Ministry of Science 

and Technology (PROFIT Programme) dan European Regional Development 

Fund (ERDF) untuk memfasilitasi manajemen pelayanan publik yang efisien 

dengan mengadopsi Intellectus Model mengidentifikasi intellectual capital ke 

dalam tiga komponen, yaitu:  

1. Public human capital, merupakan pengetahuan (baik yang bersifat explicit 

maupun tacit; individu maupun sosial) yang berguna untuk pencapaian misi 

organisasi, yang individu maupun kelompok miliki dalam organisasi, 

disamping kapabilitas untuk menggerakannya pada masa mendatang. 

2. Public structural capital, menggambarkan serangkaian pengetahuan dan 

intangible asset yang dimiliki organisasi.  Namun dalam organisasi besar dan 

kompleks seperti organisasi sektor publik, modal tersebut berguna untuk 

memisahkan peran teknologi, aspek administratif dan sosial tertentu yang 

memberikan kontribusi terhadap legitimasi fungsi publik.  Untuk alasan ini, 

maka public structural capital dipisahkan menjadi tiga sub komponen, yaitu:  

a. Public organizational capital, merupakan serangkaian pengetahuan yang 

bersifat explicit maupun implicit, formal maupun non formal, yang 

digunakan untuk mengembangkan aktivitas organisasi dengan cara yang 

efisien dan efektif. 

b. Public social capital, berhubungan dengan nilai pengembangan dari fungsi 

pelayanan publik berbasis kepercayaan, kesetiaan dan etika. 
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c. Public technological capital, merupakan serangkaian pengetahuan 

intangible teknologi, atau dapat dikatakan modal ini diturunkan dari 

pengetahuan teknis. Terdiri dari aktivitas dan fungsi pengembangan 

internal dan eksternal operasional organisasi yang berhubungan dengan 

produk dan jasa yang dikarakteristikan oleh perbedaan operasi organisasi. 

3. Public relational capital, modal ini terintegrasi dengan nilai jalinan kerjasama 

dengan agen utama yang terlibat dalam proses organisasi utama. 

 

Gambar 5.1 Komponen Public Intellectual Capital  

yang diusulkan SICAP Project 

Sumber: Bueno, et al (2004) 

 

 Model pengukuran intellectual capital yang mendasarkan pada European 

Foundation Quality Management (EFQM) diajukan oleh Caba dan Sierra (2001).  

Menurut ini terdapat tiga blok yang membentuk intellectual capital, yaitu human 

capital, structural capital, dan relational capital.   

a. Human capital, menggambarkan kompetensi maupun kapabilitas individu dan 

kelompok kerja untuk belajar dan menciptakan secara terus menerus, dan 

merupakan etika professional dalam administrasi publik. 

b. Structural capital, merefleksikan know-how entitas, yang meliputi sistem 

informasi dan manajemen, teknologi yang tersedia, dan sebagainya yang 

efisiensi dan kebermanfaatannya sangat diperlukan oleh entitas publik. 

c. Relational capital, berisi nilai yang diciptakan sebagai konsekuensi dari 

hubungan entitas dengan pihak eksternal, merupakan kunci keberhasilan yang 
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dapat dilihat dari dampak kinerja publik, kepuasan kelompok pengguna yang 

berbeda dan anggota masyarakat atas kualitas akses layanan, dan sebagainya. 

Setelah blok yang membentuk struktur intellectual capital didefinisikan, maka 

dapat diidentifikasi elemen-elemen yang membentuk tiap blok tersebut, baik  

elemen yang menciptakan nilai sekarang maupun nilai masa mendatang.  

Selanjutnya berbagai indikator dapat ditentukan untuk mengukur elemen 

intellectual capital, dikelompokan ke dalam perspektif yang berbeda.  Oleh 

karenanya, untuk indikator dari blok human capital disebut sebagai indikator 

human quality yang menunjukan komitmen pegawai entitas publik untuk 

mencapai nilai yang ditentukan. Structural capital dinilai dalam artian 

kebermanfaatan dan efisiensi.  Melalui kebermanfaatan dapat diukur kapasitas 

organisasi dalam memperbaiki kebijakan dan strategi, proses operasi dan 

manajemen sumberdaya.  Indikator analisa ekonomi atas kondisi akuisis investasi 

dan indikator efisiensi menunjukan pencapaian yang diperoleh dengan 

sumberdaya yang digunakan.  Sedangkan untuk mengukur relational capital 

digunakan indikator kualitas, lingkungan, kewajaran, keberlanjutan, dan 

permintaan.      

Elemen lain dari intellectual capital diajukan oleh Bossi (2003) yang 

menekankan pada lima perspektif yang mempengaruhi intellectual capital, yaitu 

terdiri dari tiga variabel tradisional intellectual capital, yaitu sumber daya 

manusia, proses internal, dan hubungan eksternal, sedangkan dua perspektif baru 

yang penting bagi admnistrasi publik adalah transparansi dan kualitas.  

Transparansi dalam tindakan publik yang memiliki tujuan utama untuk 

mengkomunikasikan aspek penting dengan anggota masyarakat mengenai 

bagaimana sumber daya publik dikelola. Transparansi memungkinkan 

pengendalian tinggi atas manajmeen publik, mengurangi korupsi, dan membuat 

administrasi tersedia untuk pengguna layanan publik.  Perspektif kualitas 

menunjukan komitmen keseluruhan entitas publik untuk mengadopsi praktik-

praktik yang memungkinkan layanan publik dikendalikan oleh kepuasan anggota 

masyarakat atau pengguna layanan (Bossi, 2003). Berdasarkan studi literatur di 
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atas, maka dapat dirumuskan intellectual capital sektor publik terdiri dari tiga 

elemen, yaitu public human capital, public relational capital, dan public 

structural capital.   

Pengungkapan intellectual capital didefinisikan Abeyesekera dan Guthrie 

(2002) sebagai laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi 

umum bagi penguna yang tidak dapat menuntut penyajian intellectual capital, 

khususnya untuk memuaskan seluruh kebutuhan informasi. Pengungkapan 

intellectual capital menunjukan sebuah pendekatan yang dapat digunakan untuk 

mengukur aset intangible dan menggambarkan hasil-hasil pengetahuan 

perusahaan berbasis aktivitas (Ismail, 2008).  Jenis pengungkapan intellectual 

capital merupakan informasi yang dapat dinilai bagi investor karena dapat 

membantu mengurangi ketidakpastian prospek perusahaan pada masa yang akan 

datang dan memfasilitasi dalam penilaian perusahaan (Bukh, 2003).  Marr, 

Mouritsen, dan Bukh (2003) mengemukakan terdapat beberapa alasan bagi 

perusahaan untuk mengungkapkan informasi intellectual capital dalam laporan 

tahunannya, yaitu membantu organisasi merumuskan strategi, menilai 

pelaksanaan strategi, menilai keputusan diversifikasi dan ekspansi, dan digunakan 

sebagai dasar kompensasi dan untuk mengkomunikasikan ukuran kepada 

stakeholder eksternal 

Pengungkapan intellectual capital akan memberikan manfaat bagi 

organisasi, diantaranya meningkatkan transparansi pengungkapan informasi 

intangible dibanding informasi tangible, membantu menginspirasi pegawai, dan 

mendukung visi organisasi (Taliyang, 2008).  Di samping memberikan manfaat, 

pengungkapan intellectual capital juga memerlukan sejumlah biaya, misalnya 

biaya pengumpulan, pemprosesan, dan interpretasi data yang diperlukan.  

Vergauwenand dan Van Alem (2005) mengidentifikasi tiga hal yang mempersulit 

pengungkapan intellectual capital, seperti kurangnya transparansi dalam pasar 

kompetitif, adanya hambatan peraturan, dan auditor yang konservatif. 

Pelaporan intellectual capital berawal sebagai konsep dari para praktisi 

akuntansi dan manajemen.  Pada awal tahun 1990an organisasi seperti Skandia, 
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Ramboll dan GrandVision menyadari bahwa kerangka akuntansi keuangan yang 

saat ini ada tidak mampu melakukan pengukuran dan pengakuan penggerak nilai 

baru dalam ekonomi.  Organisasi tersebut kemudian mengembangkan kerangka 

dan metode sendiri untuk pengukuran dan pengelolaan intellectual capital.  

Pelaporan intellectual capital dilatarbelakangi oleh adanya pendapat bahwa 

informasi keuangan tradisional menekankan pada kinerja masa lalu perusahaan 

dan bukan pada potensi perusahaan pada masa mendatang.  Pelaporan intellectual 

capital akan menciptakan transparansi yang memungkinkan manajer organisasi 

mengelola sumber daya intangiblenya dengan lebih baik.  Dengan menciptakan 

transparansi membantu manajemen untuk mengalokasikan sumber daya, 

memonitor pengembangan dan menciptakan strategi.  Secara singkat transparansi 

memfasilitasi pengambilan keputusan perusahaan (European Commission, 2006).  

The European Commission (2006) menekankan dua alasan untuk pelaporan 

intellectual capital :  

1. Pelaporan intellectual capital menyediakan informasi tambahan yang dapat 

digunakan untuk memperbaiki manajemen perusahaan secara keseluruhan 

2. Pelaporan intellectual capital merupakan pelengkap laporan keuangan 

perusahaan dan untuk itu secara lebih luas menyediakan gambaran perusahaan 

yang sesungguhnya. 

Pengambilan keputusan strategik internal dan pengungkapan eksternal 

seharusnya berfokus pada informasi intellectual capital, seperti kompetensi staf, 

kapabilitas manajerial, hubungan dengan pelanggan dan pemasok, kolaborasi 

strategis, penelitian dan pengembangan, sistem organisasi, dan lain-lain.  Guthrie, 

Petty dan Johanson (2001) mengidentifikasi dua misi mengembangkan 

intellectual capital: 

1. Mengembangkan sistem untuk menciptakan, menangkap, dan 

mendiseminasikan intellectual capital dalam organisasi untuk pengambilan 

keputusan strategik internal. 

2. Menentukan ukuran baru dan cara pelaporan eksternal terhadap nilai yang 

diberikan intellectual capital 



 
 
 

 

27 
 
 

 

Misi berikutnya ditujukan terhadap kebutuhan informasi manajer untuk 

manajemen internal perusahaan dan kebutuhan investor untuk penilaian organisasi 

dalam kesempatan melakukan investasi. 

 

5.2 Identifikasi Perlunya Mengungkapkan Intellectual Capital Bagi 

Organisasi Sektor Publik 

 Organisasi sektor publik berbeda dari organisasi sektor privat.  Tujuan 

utama organisasi sektor publik bukan menciptakan nilai bagi pemegang saham, 

namun lebih kepada memberikan outcome kepada stakeholder.  Organisasi sektor 

publik sebagian besar dibangun di atas intangible (Del Bello, 2006), yang 

meliputi skill, kompetensi, prosedur, dan sistem informasi yang dikendalikan oleh 

organisasi. Hal tersebut menghasilkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup, 

perlindungan lingkungan dan nama baik wilayah (Del Bello, 2006).  Hal tersebut 

merupakan sumber daya intangible yang digerakan, dikendalikan dan dikelola 

oleh organisasi sektor publik yang tidak cukup diungkapkan dalam laporan 

keuangan tradisional.   

Sejak tahun 1980-an praktek manajemen yang diterapkan di dalam organisasi 

sektor publik telah mengalami banyak perubahan di sebagian besar negara OECD.   

Reformasi tersebut merupakan bagian dari proses untuk memulai prinsip-prinsip 

filosofi manajemen baru di dalam organisasi sektor publik yang disebut dengan 

new public management (NPM) (Hodges&Mellet, 2001; 

Mouritsen&Thorbjornsen, 2004; Carlin, Yongvanich&Guthrie, 2005).   Tujuan 

reformasi tersebut adalah untuk memperbaiki kemampuan dan efisiensi organisasi 

sektor publik, mengatasi birokrasi yang rumit, dan menjamin transparansi dan 

pelaporan dalam organisasi sektor publik.  Dalam paradigma baru, pengetahuan 

dan nilai-nilai tidak berwujud menjadi sumber utama keunggulan kompetitif 

organisasi sektor publik.  Manajemen organisasi sektor publik modern 

menekankan pada perhatian publik dan kualitas pelayanan, yang memberikan 

justifikasi kebutuhan menetapkan serangkaian insiatif termasuk manajemen 

intellectual capital sebagai sebuah pendekatan baru yang membantu efisiensi dan 
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kemampuan organisasi sektor publik dalam fungsinya.   Dalam NPM, organisasi 

sektor publik “diperlakukan sebagai perusahaan” (Brunsson, 1994), “di 

akuntansikan” (Power & Laughlin, 1994), dan “ditemukan kembali” sehingga 

tidak hanya sebagai sebuah organisasi yang memberikan pelayanan dan disisi lain 

mengembangkan strategi, namun juga menjadi organisasi yang memiliki hak 

tersendiri.  Hal tersebut pada akhirnya membuat organisasi sektor publik memiliki 

strategi tersendiri, yang dikendalikan oleh hasil dibanding input, dan 

memungkinkan organisasi sektor publik berinteraksi dengan lingkungan 

sekitarnya. Terdapat dua mekanisme utama NPM, yaitu: 

1. Tiap organisasi sektor publik mengembangkan strategi dan secara lebih luas 

menjadi “organisasi milik sendiri” yang menyediakan pelayanan yang berbeda 

dari organisasi sektor publik lainnya, meskipun memiliki nama dan tujuan 

yang sama.  Dengan kebebasan yang luas tersebut, maka organisasi sektor 

publik akan dapat memiliki kinerja. 

2. Memulai manifesto manajemen kinerja. Organisasi sektor publik 

mempertanggungjawabkan anggaran, produktivitas dan kepuasan masyarakat 

yang memperoleh pelayanan yang dikenal dengan triple bottom line.  Triple 

bottom line didefinisikan apa yang organisasi perlu lakukan yang tujuan 

utamanya adalah menyampaikan ketiga jenis kinerja tersebut.    

Meskipun organisasi sektor publik menjalankan strategi yang telah 

dikembangkan, organisasi sektor publik cenderung menyajikan serangkaian 

ukuran kinerja dibanding menyediakan sesuatu yang berguna bagi stakeholder-

nya.    Organisasi sektor publik dikembangkan ke dalam ruang lingkup kinerja 

yang flat.  Intellectual capital merupakan bagian dari berbagai usaha untuk 

merespon hal tersebut.  Kinerja yang dengan ruang yang flat dapat menjadi 

masalah tersendiri karena tidak secara nyata memberikan informasi mengenai apa 

yang organisasi sektor publik lakukan dan bagaimana organisasi tersebut bisa 

menjadi sebuah perusahaan.  Hal tersebut tidak membantu menjelaskan 

bagaimana dan mengapa mengerjakannya. Intellectual capital dan laporan 

intellectual capital diperkenalkan sebagai media untuk menciptakan penyajian 
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yang lebih mendalam mengenai organisasi sektor publik, yang berguna bagi 

tujuan manajemen internal maupun tujuan pelaporan eksternal.     

Di Denmark, intellectual capital telah menjadi perhatian organisasi sektor 

publik sejak akhir tahun 1990-an.  Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 

menciptakan kebijkan mengenai intellectual capital dan knowledge management, 

yang seringkali berkaitan dengan konteks pegawai, yaitu memelihara 

pengetahuan, sekalipun ada kemungkinan pegawai meninggalkan organisasi 

(Ministry of Finance, 2000).  Organisasi sektor publik tidak dapat menghindarkan 

diri dari perubahan lingkungan ekonomi yang saat ini dikenal sebagai knowledge-

based economy.  Dalam ekonomi tersebut, pengembangan dan pengelolaan 

elemen-elemen yang memiliki sifat tidak berwujud diyakini akan menghasilkan  

kesejahteraan masyarakat.  Pada hakeketnya, manajer organisasi sektor publik 

telah bekerja dengan konsep tidak berwujud meskipun mereka tidak selalu 

memiliki metodologi untuk secara sistematis melakukan identifikasi, pengukuran, 

pengelolaan dan penyajian.  Dalam menjalankan aktivitasnya, manajer organisasi 

sektor publik selalu dihadapkan dengan kegiatan pengambilan keputusan yang 

melibatkan aset tidak berwujud.  Manajer sektor publik mengetahui pentingnya 

aset tidak berwujud, meskipun hal tersebut hingga saat ini tidak nampak di dalam 

laporan keuangan atau laporan internal.   

 Intellectual capital telah diakui sebagai sumberdaya penting bagi 

organisasi untuk mengembangkan dan mencapai keunggulan kompetitif (Chen, 

2008; Kong & Prior, 2008; Schiuma & Lerro, 2008).  Dalam knowledge-based 

economy saat ini, kumpulan pengetahuan organisasi seluruhnya merupakan hal 

yang penting (Kong & Thompson, 2009).  Intellectual capital menggambarkan 

kumpulan pengetahuan yang melekat di dalam pegawai, rutinitas organisasi, dan 

hubungan jaringan organisasi (Stewart, 1997; Bontis, 2002; Kong, 2008).  Hasil 

penelitian menunjukan bahwa secara umum intellectual capital meliputi tiga 

komponen yang saling berhubungan, yaitu human capital (HC), relational capital 

(RC), dan structural capital (SC) (Bontis, 1998; Dzinkowski, 2000, Roos et al, 

1997; Stewart, 1997).   
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 Dalam beberapa tahun ini, organisasi sektor publik dikarakteristikan 

dengan kapasitas respon yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan pengguna 

layanan, menekankan manajemen kinerja dan hasil, mulai menggunakan standar 

kinerja, melakukan komunikasi atas hasil yang dicapai dengan lebih baik, 

desentralisasi dan pendelegasian kompetensi dalam bidang keuangan dan 

manajemen personal, memberikan perhatian pada kekuatan pasar dan penciptaan 

pasar internal, privatisasi organisasi sektor publik dan menerapkan metode 

manajemen sektor privat (EFQM, 1997).  Hal tersebut menuntut untuk organisasi 

sektor publik untuk dapat memahami keseluruhan sistem elemen-elemen tak 

berwujud tersebut yang membedakan sumber keunggulan kompetitif dan yang 

menghasilkan atau akan menghasilkan nilai untuk administrasi seperti fokus pada 

masyarakat, tanggungjawab sosial, dan profesionalisme staf (Garcia, 2001). 

 Di samping itu, pentingnya untuk menerapkan model manajemen 

intellectual capital dalam organisasi sektor publik berhubungan dengan fakta 

intangibilitas lebih nampak dalam organisasi sektor publik dibanding organisasi 

sektor privat.  Hal tersebut dikarenakan (Serano et al, 2003): 

1. Organisasi sektor publik cenderung memiliki tujuan ganda yang bersifat non 

keuangan. 

2. Diantara sumberdaya produktif seperti sumber daya manusia, pengetahuan, 

modal, bahan mentah dan mesin, organisasi sektor publik secara intensif 

menggunakan sumber daya manusia dan pengetahuan. 

3. Produk akhir dari organisasi sektor publik adalah pelayanan yang bersifat 

tidak berwujud.  

Selain itu, organisasi sektor publik intensif menggunakan human capital dan 

berfokus pada outcome yang bersifat tidak berwujud (Wall, 2005).  Dengan 

demikian, maka dengan mempertimbangkan pentingnya elemen tidak berwujud 

dalam organisasi sektor publik, maka mengakui, mengidentifikasi, menilai, dan 

mengelola intellectual capital merupakan dasar bagi keberhasilan organisasi 

sektor publik, memperbaiki pengambilan keputusan dan menunjukan kualitas dari 

proses manajemen organisasi kepada publik.   
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 Pendekatan intellectual capital membantu untuk memfasilitasi proses 

pembelajaran dan belajar meninggalkan yang tidak diinginkan di dalam organisasi 

sektor publik karena memberikan kekuatan kepada manajer organisasi sektor 

publik memikirkan kembali misi dan tanggungjawab sosialnya (Kong & 

Thompson, 2006).  Intellectual capital berhubungan dengan pertanyaan mengenai 

“siapa anda dan apa yang anda inginkan” (Mouritsen et al, 2005).  Dengan kata 

lain, intellectual capital memberikan kekuatan manager organisasi sektor publik 

untuk menginvestigasi apa yang mereka ketahui (know-what) dan kemampuan 

untuk menyampaikan apa yang mereka ketahui (know-how).  Secara khusus hal 

ini penting bagi organisasi sektor publik karena organisasi sektor publik secara 

konstan belajar pengetahuan baru dan belajar meninggalkan pengetahuan yang 

tidak diinginkan dalam kondisi organisasi sektor publik yang berubah (Kong, 

2009). 

 Hasil penelitian Caba dan Sierra (2003) menunjukan pentingnya elemen 

tidak berwujud pada entitas lokal Autonomous Region of Andalucia, Spanyol.  

Hasil penelitian tersebut memperjelas bahwa meskipun entitas lokal sulit untuk 

mengukur elemen tidak berwujudnya, namun sebagian besar dari organisasi 

tersebut menganggap bahwa sangat penting untuk dapat mengukurnya, karena 

elemen tidak berwujud dapat berguna untuk memperbaiki kualitas pelayanan.  

Dengan demikian, hal tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa penggunaan   

efisiensi, kemampuan, dan keekonomisan intellectual capital merupakan 

sumberdaya manajemen dalam organisasi sektor publik dalam beberapa tahun 

terakhir ini. 

 Bagi organisasi sektor publik, pengungkapan intellectual capital 

diperlukan sehubungan dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik.  

Pallot (2001) menggambarkan transparansi sebagai ketersediaan informasi bagi 

masyarakat atas transaksi-transaksi pemerintah, transparansi atas proses 

pengambilan keputusan, dan merupakan dasar untuk manajemen pengeluaran 

diantara seluruh warga (Premchand, 1993).  Metode yang umum digunakan untuk 

menyampaikan akuntabilitas kepada stakeholder adalah melalui laporan tahunan.  
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Laporan tersebut memfasilitasi dialog antara organisasi dan stakeholdernya serta 

menyajikan akuntabilitas dengan memberikan output dan outcome secara rinci 

kepada pembayar pajak dan stakeholder lainnya.   

Transparansi dalam pembuatan kebijakan dan akuntabilitas penggunaan 

dana dari para pembayar pajak merupakan prinsip mendasar dari pemerintahan 

yang demokratis (Pallot, 2001).  Akuntabilitas digambarkan oleh Gray, Owen, dan 

Adams (1996) sebagai tugas untuk menyediakan sebuah laporan (tidak berarti 

laporan keuangan) atau penghitungan tindakan yang merupakan salah satu bentuk 

pertanggungjawaban.  Dengan demikian, dalam akuntabilitas satu kelompok 

(accountor) harus dapat bertanggungjawab terhadap kelompok lainnya 

(accountee) untuk tindakan, proses, output atau luaran (Steccolini, 2004).  

Akuntabilitas melibatkan keharusan untuk menjelaskan satu tindakan untuk 

memberikan justifikasi apa yang dilakukan (GASB, 1987 dalam Steccolini, 2004) 

dan merupakan hal penting dalam situasi dengan satu kelompok melayani atau 

mengendalikan aset kelompok lainnya.   

Scott (1941), Normanton (1971), Chen (1975) dan Coy, Tower dan Dixon 

(1994) menganjurkan untuk  melakukan pengungkapan kepada seluruh 

masyarakat yang dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk kritis.  

Akuntabilitas pemerintah daerah tidak hanya wajib disampaikan kepada 

pemerintah pusat beserta menterinya, namun juga kepada stakeholder, seperti 

pembayar pajak, pegawai, bisnis, dan komunitas yang lebih luas.  Coy dan Dixon 

(2004) menjelaskan bahwa pelaksanaan akuntabilitas dilakukan melalui pelaporan 

informasi komprehensif mengenai kondisi, kinerja, aktivitas dan kemajuan 

pemerintah daerah dalam konteks perubahannya.  Pendapat untuk membuka 

pelaporan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan memasukan intellectual 

capital disclosure (ICDs).  Selanjutnya, hal tersebut merupakan tantangan bagi 

para peneliti bahwa pelaksanaan akuntabilitas kepada stakeholder difasilitasi 

dengan pencantuman informasi mengenai intellectual capital dalam laporan 

tahunan pemerintah daerah.  Dikarenakan tidak adanya kewajiban dalam standar 

akuntansi atau ketentuan hukum untuk melaporakan intellectual capitalnya, maka 
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sebagian besar organisasi yang memilih mengungkapkan atau melaporkan 

intellectual capital melakukannya secara sukerala (Petty & Cuganesan, 2005).   

Dalam berbagai literatur dikemukakan sejumlah penjelasan mengapa 

organisasi secara sukarela mengungkapkan intellectual capitalnya.  Guthrie et al. 

(1999) mengklasifikasikan insentif tersebut dalam kaitannya dengan aktivitas 

internal organisasi dan dalam kaitannya dengan lingkungan eksternal yang 

mempengaruhi organisasi.  Dari perspektif lingkungan internal, pengukuran dan 

pelaporan intellectual capital memberikan manfaat melalui meningkatnya 

efisiensi operasional, memperbaiki moral dan motivasi pegawai, dan memberikan 

alokasi sumber daya yang lebih baik (Flamholtz&Main, 1999; Guthrie et al., 

1999).  Dalam konteks lingkungan ekstenal, insentif utama untuk organisasi yang 

mengungkapkan intellectual capitalnya adalah membuat sesuatu yang invisible 

menjadi visible bagi pengguna eksternal informasi (Cooper&Sherer, 1984; 

Roos&Roos, 1997; Beattic&Thompson, 2007).  Dengan mengidentifikasi dan 

menilai intellectual capitalnya, manajer organisasi dapat lebih mampu mengelola 

intellectual capitalnya.  Menurut Guthrie dan Petty (2000a) jika intellectual 

capital tidak dilaporkan, terdapat resiko bahwa intellectual capital tidak akan 

memperoleh perhatian manajemen yang memadai.  Akuntabilitas pemerintah 

terhadap masyarakat umum merupakan bagian integral dari masyarakat yang 

demokratis.  Hyndman dan Anderson (1991) menyatakan bahwa organisasi sektor 

publik harus dapat bertanggungjawab tidak hanya atas dana yang dipercayakan 

kepadanya, namun juga atas hasil-hasil yang dicapainya.  

Pelaporan intellectual capital menyediakan organisasi kesempatan untuk: 

1. Memperlihatkan kepada stakeholder bahwa organisasi dapat dipercaya dan 

menggunakannya sebagai alat pemasaran (Van der Meer-Kooistra&Zijlstra, 

2001) 

2. Meningkatkan reputasi eksternal (Toms, 2002: Guthrie, Petty&Ricceri, 2006) 

3. Menunjukan legitimasi di mata publik dan menghindarkan biaya dari non 

legitimasi (Deegan&Unerman, 2006; Beattie&Thomson, 2007). 
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 Laporan intellectual capital menggambarkan strategi untuk pengelolaan 

pengetahuan, melalui teks, ilustrasi dan ukuran-ukuran yang melaporkan aktivitas 

pengelolaan pengetahuan yang ada saat ini.  Hal tersebut termasuk review atas 

sasaran organisasi, kinerja, dan hasil untuk mengkombinasikan, mengaplikasikan, 

dan mengembangkan sumberdaya pengetahuan. Laporan tersebut dapat digunakan 

secara internal sebagai alat manajemen, dan secara eksternal sebagai alat 

komunikasi.   

 Sebanyak 26 organisasi sektor publik melaporkan yang menjadi alasan 

mengapa mengembangkan laporan intellectual capital sebagaimana ditunjukan 

dalam Gambar 5.3.  Organisasi sektor publik tersebut merupakan organisasi yang 

terlibat  dalam Danish Intellectual Capital Project, yang kemudian diminta untuk 

memberikan alasan mengapa mengembangkan laporan intellectual capital, 

dengan menggunakan 5 point skala Likert (1=sangat tidak setuju sampai dengan 

5=sangat setuju), mengenai serangkaian kemungkinan tujuan penyusunan laporan 

intellectual capital.  Gambar 5.2 menunjukan bagaimana laporan intellectual 

capital dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan lingkungan organisasi. 

    

Gambar 5.2 Tujuan Eksternal Laporan Intellectual Capital Sektor Publik 

(Berdasarkan Respon yang Sangat Setuju/Setuju) 

 

 Sebagai alat komunikasi, laporan intellectual capital membantu organisasi 

sektor publik mengembangkan hal yang berhubungan dengan pegawai, seperti 

mengapa pegawai penting dan mengapa perlu untuk memperoleh pegawai baru 

dan sumberdaya pengetahuan secara umum.  Dengan demikian, maka gambaran 



 
 
 

 

35 
 
 

 

mengenai pengetahuan dan perhatian mengenai perolehan sumberdaya 

pengetahuan, memperjelas bahwa komunikasi ekternal tidak hanya menunjukan 

organisasi sektor publik itu sendiri, namun juga bagaimana memperoleh 

sumberdaya.  Laporan intellectual capital membantu organisasi sektor publik 

untuk menggambarkan dirinya sebagai sebuah perusahaan, dengan individu, 

fleksibilitas organisasi, dan pelayanan sebagai perhatian utama.  Laporan 

intellectual capital menyarankan bagaimana sumberdaya organisasi sektor publik 

dan pelayanan saling berhubungan.  Hal tersebut memperjelas bahwa organisasi 

sektor publik merupakan sebuah entitas sebagai sebuah perusahaan. 

 Gambar 5.3 menunjukan bagaimana tujuan manajemen laporan 

intellectual capital.  Gambar tersebut semakin memperjelas bahwa laporan 

intellectual capital adalah untuk membantu implementasi strategi dan membuat 

organisasi sektor publik sebagai organisasi berbasis pengetahuan.  Gambar 

tersebut juga menunjukan bagaimana laporan intellectual capital dapat banyak 

menyampaikan mengenai hal yang berhubungan dengan pegawai, namun tujuan 

tersebut tidak diperlukan untuk menciptakan organisasi yang berpusat pada 

pekerjaan.  Perencanaan karir dan kompetensi manajemen merupakan hal yang 

penting, namun tidak menjadi tujuan utama yang penting.  Sebaliknya, yang lebih 

banyak menjadi perhatian organisasi sektor publik sebagai sebuah entitas adalah 

kemampuan mengintegrasikan berbagai sumberdaya pengetahuannya terhadap 

strategi.   

 

Gambar 5.3 Tujuan Internal Laporan Intellectual Capital Sektor Publik 

(Berdasarkan Respon yang Sangat Setuju/Setuju) 
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Lebih jelasnya, individu memiliki peran di dalam organisasi, namun peran 

tersebut hanya akan menjadi penting jika perannya tersebut diimbangi dengan 

perhatian terhadap proses, teknologi, dan hubungannya dengan pengguna.  

Strategi menekankan orientasi pengetahuan terhadap pelayanan organisasi sektor 

publik yang disediakan bagi para penggunanya.  Pelayanan tidak hanya dijelaskan 

dan dikembangkan melalui manifesto kinerja dari pengendalian penganggaran, 

produktivitas, dan kepuasan pengguna.   

 Terdapat tiga organisasi sektor publik Di Denmark, yaitu the Customs and 

Tax Region Odense (T&S Odense), the Danish Maritime Authority, dan Danish 

Defence Cosntruction Service yang telah menyusun laporan intellectual capital 

menggunakan pedoman laporan intellectual capital (Mouritsen et al, 2003).  

Pedoman tersebut menentukan, bahwa intellectual capital dapat dipahami sebagai 

hubungan empat elemen.   

1. Knowldege narrative (knowledge strategy), yang mendefinisikan strategi yang 

digunakan untuk perusahaan.  Knowledge narrative mendefinisikan 

bagaimana pengetahuan dapat membuat aktivitas perusahaan berbeda jika 

berhadapan dengan penggunanya. 

2. Management Challenges (Business Model of Knowledge), yang 

mengidentifikasi permasalahan daya tahan secara relatif untuk 

mengembangkan kegunaan pengetahuan. 

3. Actions, yang menekankan pada bagaimana pengetahuan dikelola secara 

konkret sebagai serangkaian aktivitas. 

4. Indicators, yang memonitor apakah actions diimplementasikan. 

Model terssbut memungkinkan organisasi sektor publik untuk memberikan 

perhatian pada bagaimana aktivitas organisasi untuk mengembangkan dan 

menggunakan pengetahuan yang membantu pelayanan yang diberikannya.  

 Laporan intellectual capital dan proposisinya mengenai kebutuhan 

organisasi sektor publik atas knowledge management dapat digunakan untuk 

membantu mengidentifikasi dan mengimplementasikan ukuran-ukuran yang 

berkaitan dengan pengetahuan dan memberikan perhatian pada apa yang 
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organisasi capai.  Laporan intellectual capital dapat menjadi bahasa, sistem 

pengendalian manajemen dan alat komunikasi mengenai bagaimana organisasi 

sektor publik bekerja untuk menciptakan nilai.  Bahkan, laporan ini 

memungkinkan organisasi sektor publik untuk mewujudkan tujuannya, yang 

dalam melaksanakan tugas-tugas pengendaliannya seringkali dihadapkan pada 

berbagai perwakilan publik.  Hal tersebut pada akhirnya akan dapat menciptakan 

proposisi nilai mengenai bagaimana mewujudkan tujuan organisasi dan 

menciptakan nilai bagi para penggunanya.  

 Laporan intellectual capital merupakan bagian dari transformasi 

organisasi sektor publik.  Sebanyak 26 organisasi sektor publik yang terlibat  

dalam Danish Intellectual Capital Project, mengidentifikasi faktor-faktor eksternal 

yang mempengaruhi isi dari laporan intellectual capital.  Gambar 5.4 menunjukan 

organisasi sektor publik tersebut yang memberikan respon dengan jawaban 

berpengaruh “besar” dan “sangat besar” terhadap isi laporan intellectual capital 

dari pihak-pihak yang memberikan kontribusi.   

 

Gambar 5.4 Faktor-faktor Eksternal yang Mempengaruhi Isi Laporan Intellectual 

Capital (Berdasarkan Respon Besar/Sangat Besar) 

 

5.3 Pengembangan Model Penilaian Tingkat Pengungkapan Intellectual 

Capital Sektor Publik 
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5.3.1 Mengembangkan Indeks Pengungkapan Intellectual Capital Sektor 

Publik 

 Pengembangan indeks pengungkapan intellectual capital dilakukan 

dengan melibatkan organisasi sektor publik beserta para stakeholdernya (auditor 

pemerintah, kepala bagian personalia sektor publik, kepala bagian keuangan 

sektor publik, akademisi).  Indeks pengungkapan intellectual capital merupakan 

best practices bagi model pengungkapan intellectual capital dan digunakan untuk 

menilai tingkat pengungkapan intellectual capital sektor publik.  Indeks 

pengungkapan intellectual capital didefiniskan oleh Coy (1995) sebagai sebuah 

instrumen berbasis kualitatif yang didesain untuk mengukur serangkaian item-

item, kemudian di berikan skor untuk item secara keseluruhan, skor 

mengindikasikan tingkat pengungkapan dalam konteks spesifik untuk indeks yang 

ditemukan.  Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan item intellectual capital 

merupakan faktor intellectual capital.  Pengungkapan keuangan merupakan 

konsep yang abstrak yang tidak dapat diukur secara langsung (Cooke&Wallace, 

1989).  Namun, para peneliti telah menggunakan indeks pengungkapan sebagai 

proxy laporan tahunan (Coy & Dixon, 2004; Hooks, Coy & Davey, 2002). 

 Sejumlah peneliti memfokuskan pada apakah sebuah faktor intellectual 

capital dalam daftar yang telah disiapkan sebelumnya  perlu diungkapkan atau 

tidak.  Faktor intellectual capital tersebut diberikan skor secara dikotomi (0 = 

tidak diungkapkan, 1 = diungkapkan).  Sistem pembobotan dikembangkan dengan 

melibatkan organisasi sektor publik beserta stakeholdernya, yang mengidentifikasi 

kepentingan relatif dari pengungkapan sebuah faktor intellectual capital.  Indeks 

juga digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan kualitas pengungkapan dari 

item individual (Hooks, 2000).   

a. Identifikasi Indeks Pengungkapan Intellectual Capital Sektor Publik 

Berbagai literatur menyediakan sejumlah contoh dimana pengungkapan 

intellectual capital diukur melalui content analysis laporan tahunan organisasi 

korporasi (Bozzolan, Favotto&Ricceri, 2003; Brennan, 2001; Guthrie&Petty, 

2000a; Petty&Guthrie, 2000; Williams, 2001).  Penelitian sebelumnya yang 
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menggunakan indeks pengungkapan (Williams, 2001; Firer&Williams, 2005) 

untuk mengukur indeks pengungkapan intellectual capital dapat diadopsi dan 

untuk memperbaiki indeks yang ada.  Namun demikian, tidak ada dalam 

penelitian sebelumnya maupun dalam literatur yang menggunakan indeks 

pengungkapan sebagai alat utama untuk mengukur pengungkapan intellectual 

capital sektor publik.  Oleh karenanya diperlukan indeks baru yang diciptakan 

secara khusus untuk organisasi sektor publik.   

Review terhadap literatur intellectual capital menghasilkan daftar awal 

faktor intellectual capital yang menjadi dasar indeks pengungkapan intellectual 

capital.  Daftar tersebut (Tabel 5.2) dikembangkan dari penelitian content analysis 

sebelumnya mengenai pengungkapan intellectual capital organisasi sektor privat 

(Bozzolan et al., 2003; Brennan, 2001; Guthrie&Petty, 2000a; Wong&Gardner, 

2005).   

Tabel 5.2 

Daftar Awal Faktor Intellectual Capital  
Human Capital Customer Capital Structural Capital 

Know-how Brands Intellectual property 

Pendidikan Pelanggan (nama, riwayat 

pembelian) 

Paten 

Kualifikasi pendidikan Loyalitas pelanggan Hak cipta 

Pekerjaan yang berhubungan 

dengan pengetahuan 

Kepuasan pelanggan Merk dagang 

Pekerjaan yang berhubungan 

dengan kompetensi 

Penetrasi pelanggan Aset infrastruktur 

Perbedaan budaya Nama perusahaan Budaya organisasi 

Semangat kewirausahaan Saluran distribusi Filosofi manajemen 

Pengembangan karir pegawai Kolaborasi bisnis (joint 

ventures) 

Sistem informasi 

Produktivitas pegawai Perjanjian lisensi Sistem jaringan 

Manfaat/kompensasi pegawai Perjanjian franchise Proyek penelitian 

Keterlibatan pegawai dalam 

komunitas 

Standar kualitas Hubungan keuangan 

Jumlah pegawai   

Perputaran pegawai   

Keamanan pegawai   

Kesempatan yang sama dalam 

pekerjaan 

  

Rencana kompensasi pegawai   

Program pelatihan   

Aktivitas bersama   
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Dikarenakan daftar awal faktor intellectual capital yang dikembangkan 

didasarkan pada penelitian sebelumnya di sektor privat, maka daftar tersebut perlu 

dimodifikasi sehingga dapat diaplikasikan pada organisasi sektor publik.  Elemen 

intellectual capital human capital diubah menjadi public human capital, customer 

capital diubah menjadi public relational capital, dan structural capital diubah 

menjadi public structural capital. Istilah pelanggan kemudian diubah menjadi 

pembayar pajak sebagai stakeholder utama organisasi sektor publik. Sedangkan 

faktor intellectual capital yang dihilangkan dari daftar adalah perjanjian franchise, 

loyalitas pelanggan, nama perusahaan, dan aset infrastruktur.  Meskipun aset 

infrastruktur seperti jalan dan jaringan air merupakan bentuk dari bagian yang 

substansial dari aset organisasi sektor publik, namun hal tersebut akan lebih sesuai 

jika dimasukan sebagai bagian dari faktor intellectual capital saluran distribusi.   

Berikut ini adalah faktor intellectual capital dari daftar awal faktor 

intellectual capital yang dimodifikasi: 

1. Pelanggan (nama, riwayat pembelian) diubah dengan database pembayar 

pajak. 

2. Penetrasi pelanggan diubah dengan demografi pembayar pajak. 

3. Kepuasan pelanggan diubah dengan kepuasan pembayar pajak.  Kategori ini 

selanjutnya didefinisikan sebagai kepuasan pembayar pajak dan atau 

penduduk dengan pelayanan organisasi sektor publik. 

4. Backlog work ditambahkan di bawah elemen intellectual capital public 

relational capital, yang diartikan sebagai apakah target pengeluaran dan 

tanggal penyelesaian proyek dari organisasi sektor publik terpenuhi atau 

apakah pekerjaan tersebut diselesaikan pada tahun keuangan berikutnya. 

5. Citra ditambahkan di bawah elemen intellectual capital public relational 

capital, yang diartikan sebagai citra organisasi sektor publik. 

6. Peten, hak cipta, dan nama dagang dijadikan satu dengan intellectual property. 
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7. Untuk menyederhanakan elemen intellectual capital public human capital, 

sejumlah indikator yang berhubungan dengan pegawai dijadikan satu dibawah 

faktor intellectual capital program pendidikan dan know-how.   

Daftar faktor intellectual capital yang telah dimodifikasi beserta dengan 

uraiannya ditunjukan dalam Tabel 5.3. 

Tabel 5.3 

Daftar Faktor Intellectual Capital yang Dimodifikasi 
Item Uraian 

Public Human Capital 

Know-how Pengetahuan pegawai 

Program pendidikan pegawai Pendidikan/program berjalan yang 

diprogramkan  oleh organisasi sektor publik 

Kualifikasi vokasi pegawai Kualifikasi non akademik yang diikuti pegawai 

Pekerjaan yang berhubungan dengan 

pengetahuan dari pegawai 

Memperoleh pekerjaan atau sebagai bagian dari 

training 

Perbedaan budaya Informasi demografis pegawai 

Inovasi kewirausahaan Memfokuskan pada minimisasi biaya 

disbanding maksimisasi laba 

Kesempatan yang sama dalam pekerjaan Kesempatan meperoleh pengembangan karir 

yang sama bagi tiap pegawai 

Rencana kompensasi pegawai  Rincian remunerasi pegawai 

Program pelatihan Program pelatihan yang dijalankan atau 

disediakan oleh organisasi sektor publik 

Aktivitas bersama Rincian kegiatan bersama yang mencerminkan 

kebersamaan pegawai 

Public Relational Capital 

Database pembayar pajak Database seluruh pembayar pajak 

Demografi pembayar pajak Informasi yang berhubungan dengan pembayar 

pajak 

Kepuasan pembayar pajak Indikator kepuasan pembayar pajak 

Backlog work Berhubungan dengan proyek-proyek yang telah 

selesai/baru dimulai 

Saluran distribusi Informasi bagaimana jasa/produk organisasi 

sektor publik sampai pada penggunanya 

Kolaborasi bisnis Kolaborasi bisnis yang melibatkan organisasi 

sektor publik 

Perjanjian perijinan Perjanjian perijinan yang dilaksanakan 

organisasi sektor publik 

Standar kualitas Kepatuhan terhadap program/standar jaminan 

kualitas 

Citra Citra organisasi sektor publik 

Public Structural Capital 

Intellectual property Rincian paten, hak cipta, merk dagang yang 

dimiliki organisasi sektor publik 

Filosofi manajemen Bukti pernyataan visi/misi 

Proses manajemen Berhubungan dengan proses dalam organisasi 

sektor publik 
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Budaya/nilai organisasi Sikap, pengalaman, keyakinan, dan nilai-nilai 

dalam organisasi sektor publik 

Sistem informasi/jaringan kerja Pengembangan, penggunaan, penerapan, dan 

dampak sistem informasi 

Hubungan keuangan Hubungan antara organisasi sektor publik 

dengan penyedia/penerima keuangan 

Alat promosi Pemasangan iklan yang dilakukan organisasi 

sektor publik untuk memperkenalkan layanan 

yang diberikan atau daerahnya 

 

b. Menyusun Bobot Indeks Pengungkapan Intellectual Capital Sektor Publik    

 Pembobotan indeks pengungkapan intellectual capital sektor publik 

dilakukan dengan melibatkan stakeholder organisasi sektor publik.  Stakeholder 

sektor publik diminta untuk menilai pembobotan tiap faktor intellectual capital 

yang ada dalam daftar item intellectual capital yang telah dimodifikasi.   

Stakeholder organisasi sektor publik diminta untuk mereview daftar faktor 

intellectual capital melalui indeks pengungkapan. Tiap stakeholder diminta 

pendapatnya terhadap faktor intellectual capital, yang dipisahkan ke dalam tiga 

elemen intellectual capital seperti dalam Tabel 5.3. Untuk tiap faktor intellectual 

capital, stakeholder memutuskan apakah faktor tersebut seharusnya diungkapkan 

atau tidak.  Untuk faktor intellectual capital yang hendaknya diungkapkan, 

stakeholder diminta untuk memberikan tingkat kepentingan faktor intellectual 

capital dengan menggunakan skala rating seperti yang telah digunakan Hooks 

(2000) dalam Tabel 5.4. 

Tabel 5.4 

Skala Rating untuk Mengukur Pengungkapan Intellectual Capital 
0 1 2 3 4 

Seharusnya tidak 

diungkapkan 

Seharusnya 

diungkapkan 

tetapi kurang 

penting 

Cukup penting Seharusnya 

diungkapkan dan 

sangat penting 

Sangat perlu 

untuk 

diungkapkan 

Sumber: Hooks (2000) 

 

Lima point skala rating yang digunakan dapat menggunakan skala 1-5 atau 0-4.  

Skor yang dialokasikan merupakan bobot masing-masing faktor intellectual 

capital dalam indeks.  Bobot indeks ini nantinya merupakan best practices model 

pengungkapan intellectual capital dan digunakan untuk memberikan skor 
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bagaimana organisasi sektor publik mengungkapkan faktor intellectual capital 

tiap elemen intellectual capital dalam laporan tahunannya.  Dikarenakan 

stakeholder organisasi sektor publik tidak dilibatkan dalam pemilihan awal faktor  

intellectual capital, maka mintalah stakeholder sektor publik untuk menambahkan 

faktor intellectual capital lain yang seharusnya diungkapkan dalam laporan 

tahunan organisasi sektor publik.  Stakeholder sektor publik juga diminta untuk 

memberikan bobot untuk faktor intellectual capital yang ditambahkan.   

 

c. Menentukan Kualitas Pengungkapan Intellectual Capital Sektor Publik   

 Penelitian sebelumnya mengenai pengungkapan intellectual capital 

memasukan beberapa aspek kualitas.  Misalnya, Guthrie et al. (1999) men-skor 

pengungkapan pada skala 0-3, dengan skor 3 merupakan skor tertinggi untuk 

pengungkapan moneter, skor 2 untuk pengungkapan numerik, skor 1 untuk 

pengungkapan dalam bentuk narasi, dan skor 0 untuk yang tidak dilakukan 

pengungkapan.  Skala yang sama telah digunakan dalam penelitian pengungkapan 

intellectual capital (Bozzolan et al., 2003) dan penelitian pengungkapan laporan 

tahunan lainnya (Cormier&Magnan, 1999; Walden&Schwartz, 1997).  

Pengukuran kriteria kualitas untuk pen-skoran pengungkapan intellectual capital 

dapat menggunakan 6 point skala dari Shareef (2003) dan Firer dan Williams 

(2005) yang dimodifikasi seperti  yang ditunjukan dalam Tabel 5.5. 

Tabel 5.5 

Kriteria Kualitas untuk Pen-skoran Pengungkapan Intellectual Capital 
5 Kuantitatif/Moneter dan 

Deskriptif 

Item pengungkapan dengan jelas didefinisikan secara moneter 

atau dalam kuantitas fisik aktual dan pernyataan deskriptif 

dibuat 

4 Kuantitatif/Moneter Item pengungkapan secara jelas didefinisikan secara moneter 

atau dalam kuantitas fisik aktual 

3 Deksriptif Item pengungkapan didiskusikan yang menunjukan dengan 

jelas pengaruhnya terhadap organisasi sektor publik atu 

kebijakannya 

2 Tidak jelas Item pengungkapan intellectual capital didiskusikan secara 

terbatas atau mengulas nilai topik atau tema lain 

1 Tidak material Organisasi sektor publik menyatakan bahwa item 

pengungkapan tidak material terhadap keberhasilan keuangan 

dan hasil organisasi sektor publik 

0 Tidak ada pengungkapan Item pengungkapan tidak nampak dalam laporan tahunan 
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Sumber: Diadopsi dari Shareef (2003) dan Firer dan Williams (2005) 

 

 Beberapa faktor intellectual capital dalam indeks pengungkapan memiliki 

sifat deskriptif dan penilaian secara kuantitatif atau moneter tidak mungkin 

dilakukan.  Misalnya, budaya organisasi dan filosofi manajemen merupakan 

faktor yang sangat sulit untuk dikuantifikasikan.  Merujuk pada Tabel 5.5, maka 

untuk faktor intellectual capital tersebut, skor maksimum yang dapat diberikan 

adalah 3.  Faktor intellectual lain yang memperoleh alokasi skor maksimum 3 

adalah intellectual property, filosofi manajemen, proses manajemen, budaya/nilai 

organisasi, pekerjaan yang berhubungan dengan pengetahuan pegawai, dan 

inovasi kewirausahaan.   

 

5.3.2 Menentukan Skor Pengungkapan Intellectual Capital pada Laporan 

Tahunan Organisasi Sektor Publik 

 Milne dan Adler (1999) mengemukakan bahwa sebagai dasar untuk 

pengkodean, kalimat jauh lebih reliable dibandingkan dengan unit analisis 

lainnya.  Lebih lanjut Milne dan Adler (1999) menyatakan bahwa kata-kata 

tersendiri tidak memiliki arti sebagai dasar pengkodean pengungkapan sosial dan 

lingkungan tanpa sebuah kalimat atau kalimat untuk sebuah konteks.  Oleh 

karenanya, maka untuk melakukan pengkodean terhadap faktor intellectual 

capital dalam penelitian ini menggunakan kalimat sebagai unit analisis.  Gambar 

5.5 berikut adalah kerangka pen-skoran yang digunakan untuk menilai 

pengkodean laporan tahunan yang diadopsi dari Wong dan Gardner (2005) yang 

dimodifikasi. 
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Apakah kalimat 

tersebut mengenai 

intellectual capital?  

1 0 

Termasuk dalam 

kategori mana 

intellectual  capital 

tersebut?  

Public Human Capital Public Relational 

Capital 

Public Structural 

Capital 

1 2 3 

1 Intellectual property 
2 Filosofi manajemen 

3 Proses manajemen 

4 Budaya/nilai organisasi 
5 Sistem informasi/jaringan 

6 Hubungan keuangan 

7 Alat promosi 

1 Database pembayar pajak 
2 Demografi pembayar pajak 

3 Kepuasan pembayar pajak 

4 Backlog work 
5 Saluran distribusi 

6 Kolaborasi 

7 Perjanjian perijinan 

8 Standar kualitas 
9 Citra 

1 Know-how 
2 Program pendidikan 

3 Kualifikasi vokasi 

4 Pekerjaan yang berhubungan 
dengan pengetahuan 

5 Perbedaan budaya 

6 Inovasi kewirausahaan 

7 Kesempatan yang sama dalam 

pekerjaan 

8 Rencana kompensasi pegawai 
9 Program pelatihan 

10 Aktivitas bersama 
 

 

Termasuk yang mana 

kualitas 

pengungkapannya?  
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Gambar 5.5 Kerangka Pen-skoran Pengkodean  

Pengungkapan Intellectual Capital Sektor Publik 

Sumber: Diadopsi dari Wong dan Gardner (2005) 

 

Tiap kalimat dalam laporan tahunan dinilai dengan menggunakan 4 digit kode 

numerik (atau 5 digit numerik, jika kalimat berhubungan dengan aktivitas 

bersama) sesuai dengan kerangka pengkodean yang ditunjukan dalam Gambar 

5.2.  Skor kualitas (digit akhir dari kode 4 atau 5) dialokasikan untuk tiap kalimat 

yang berhubungan dengan intellectual capital, pada skala 1-3 atau 1-5 

menggunakan kriteria kualitas yang telah ditentukan sebelumnya.  Kalimat yang 

menunjukan tidak adanya pengungkapan intellectual capital dialokasikan dengan 

kode 0. Sebagai contoh, kalimat “untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

di daerah A, maka disediakan sarana yang memadai dan manajemen berkelanjutan 

atas sumber daya alam”, dinilai dengan kode 1323.  Kode 1 pertama 

mengindikasikan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat yang menyatakan 

intellectual capital, kode 3 mengkategorikan kalimat tersebut ke dalam kategori 

public structural capital, kode 2 menunjukan bahwa kalimat tersebut menekankan 

pada filosofi manajemen, dan kode 3 menunjukan skor kualitas (maksimum 3 

khusus untuk item filosofi manajemen).  Setelah pengkodean seluruh kalimat 

dalam laporan lengkap, kode dianalisa dan dijumlah ke dalam tiga elemen 

intellectual capital yang ditunjukan dalam indeks pengungkapan intellectual 

capital.   

 Setelah langkah-langkah di atas dilakukan, maka tingkat dan kualitas 

pengungkapan intellectual capital dilakukan dengan membandingkan rata-rata 

skor dan kualitas pengungkapan yang dialokasikan untuk tiap faktor intellectual 

capital oleh stakeholder organisasi sektor publik dengan rata-rata skor yang 

dicapai organisasi sektor publik.  Range skor yang digunakan antara 0 (tidak ada 

pengungkapan) sampai dengan 5 (pengungkapan penuh).  Jika organisasi sektor 

publik memperoleh skor tinggi (skor 4 atau 5) untuk sebuah faktor intellectual 

3 2 1 4 5 
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capital yang dinilai penting oleh stakeholder, maka pengungkapan atas faktor 

intellectual capital tersebut merupakan best practices untuk pengungkapan 

intellectual capital.  Sebaliknya, jika organisasi sektor publik mencapai tingkat 

yang rendah untuk pengungkapan sebuah faktor intellectual capital (skor 1 atau 

2), dan dianggap relatif penting untuk pengungkapan (diindikasikan oleh bobot 

yang dialokasikan oleh stakeholder sektor publik), maka organisasi sektor publik 

tidak memenuhi best practice pengungkapan intellectual capital.  Adanya 

perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor yang dicapai dan tingkat 

kepentingan menunjukan adanya gap informasi. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka draft model penilaian pengungkapan 

intellectual capital sektor publik dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.6 Draft Model Penilaian Tingkat Pengungkapan Intellectual 

Capital Sektor Publik 

 

 

 

 

 

 

1 Identifikasi Indeks 

Pengungkapan IC Sektor 

Publik 

 

2 Penyusunan Bobot 
Indeks  Pengungkapan IC 

Sektor Publik 

 
3 Pengukuran Kualitas  

Pengungkapan IC Sektor 

Publik 

 

4 Penentuan Skor 

Pengungkapan IC Sektor 

Publik 

 

Libatkan Stakeholder 

Sektor Publik 

 

Gunakan Kriteria Kualitas 

Pengungkapan 5 Point 

Bandingkan Skor 
Pengungkapan IC Sektor 

Publik dengan Bobotnya 
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BAB VI 

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 

6.1  Rencana Tahapan Penelitian Berikutnya 

 Berdasarkan draft model penilaian tingkat pengungkapan intellectual 

capital sektor publik yang telah dihasilkan di tahun pertama, maka sebagai 

rencana tahapan penelitian berikutnya di tahun kedua pelaksanaan hibah adalah 

melakukan pengujian model penilaian tingkat pengungkapan intellectual capital 

sektor publik dan melakukan penyusunan buku panduan mengenai penilaian 

tingkat pengungkapan intellectual capital sektor publik.  Rencana tahapan 

penelitian berikutnya tersebut di uraikan sebagai berikut. 

Tahap 1 Pengujian Model Penilaian Tingkat Pengungkapan Intellectual 

Capital Sektor Publik 

Langkah 1 Uji Model Penilaian Tingkat Pengungkapan Intellectual Capital 

Sektor Publik  

Model penilaian tingkat pengungkapan intellectual capital sektor publik 

yang dihasilkan kemudian diujikan pada laporan tahunan organisasi sektor publik 

yang terdapat pada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Badung tahun 

2013/2014. Hanya pengungkapan sukarela dan tidak memerlukan standar 

akuntansi yang dianalisa sebagai bagian dari content analysis.  Laporan yang 
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dianalisa termasuk didalamnya laporan utama, laporan manajer pusat 

pertanggungjawaban, dan laporan kinerja layanan.   

Langkah 2 Melakukan FGD 

 FGD dilakukan dengan mengundang para pakar yang tergabung dalam 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Kompartemen Akuntan Pendidik dan 

Kompartemen Akuntan Sektor Publik untuk memperoleh konsep yang akurat 

mengenai model yang telah dikembangkan dan diuji pada organisasi sektor publik 

seperti diuraikan pada Langkah 1. 

 

 

 

Langkah 3 Merevisi dan Formulasi Model Penilaian Tingkat Pengungkapan 

Intellectual Capital Sektor Publik  

 Berdasarkan hasil FGD dilakukan formulasi ulang model.  Langkah ini 

menghasilkan model penilaian tingkat pengungkapan intellectual capital sektor 

publik yang telah direvisi. 

Langkah 4 Seminar Model Penilaian Tingkat Pengungkapan Intellectual 

Capital Sektor Publik 

 Untuk mendesiminasikan hasil penelitian, maka model penilaian tingkat 

pengungkapan intellectual capital sektor publik yang telah diuji diseminarkan. 

 

Tahap 2 Penyusunan Buku Panduan Penilaian Tingkat Pengungkapan 

Intellectual Capital Sektor Publik 

 Tahap akhir penelitian ini adalah menyusun buku panduan mengenai 

penilaian tingkat pengungkapan intellectual capital sektor publik.  Luaran Tahap 

5 ini adalah buku panduan penilaian tingkat pengungkapan intellectual capital 

sektor publik. 

  

 Rencana tahapan penelitian berikutnya sebagaimana di uraikan di atas 

dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut. 
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Gambar 6.1 Bagan Alir Penelitian Berikutnya 

 

Luaran yang ditargetkan untuk tahun kedua adalah dihasilkannya satu 

artikel ilmiah yang dipublikasikan di berkala ilmiah nasional dan satu buku 

panduan mengenai penilaian tingkat pengungkapan intellectual capital sektor 

publik. Indikator capaiannya adalah artikel ilmiah yang dihasilkan telah dikirim 

dan dinyatakan diterima oleh pengelola jurnal untuk diterbitkan dan buku panduan 

yang dihasilkan telah dikirim ke penerbit dan dinyatakan siap untuk diterbitkan. 
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ABSTRACT 

 

The emergence of intellectual capital in knowledge based economics and 

traditional accounting limitation, motivated of this research that aim to study 

intellectual capital and accounting challenge in knowledge based economics. 

Interpretatif or qualitative approach with library research method applied in this 

research. The demand of traditional accounting like requirement of new 

equipment to manage and measures invesment rate of return in employee skills, 

information, and technology, requirement of company different accounting 

measurementform shows intellectual capital indicators, makes new accounting 

paradigm, introduces new measurement of non monetary, and enters intellectual 

capital as part of intangible asset, emerges limitation effect of traditional 

accounting. Doesn't report of intellectual capital causes assymetric information. 

Accountant must change approach pattern to financial statement, company 

performance is not only seen from profit, or resource owned in balance sheet, 

also emphasizes at cost which is viewed as economic sacrifice and assumed not to 

have future economic benefit, explore non hard asset accounting or non finance 

performance measure, make sure that management applies the asset consciously 

to reach optimum efficiency, ascertains knowledge transfer and transformation 

into more tangible thing takes place in organization, and designs strategy to 

manage intellectual capital.  

Key words: intellectual capital, knowledge based economic,library research 

 

PENDAHULUAN 

Memasuki abad pengetahuan, terjadi perubahan pola industri, dari industri 

berbasis produktivitas (productivity based-industries)  dengan motto made and 

move  menjadi industri berbasis pengetahuan (knowledge-based industries) 

dengan motto knowledge and service.  Pada abad pengetahuan, investasi lebih 

diarahkan ke investasi yang bersifat intangible, seperti investasi pada penelitian 

dan pengembangan, teknologi informasi, pelatihan pegawai dan perekrutan 

pelanggan. Oleh karenanya, menciptakan, mentransformasi, mengkapitalisasi, dan 
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mendistribusikan pengetahuan pada abad tersebut merupakan sarana untuk 

memperoleh penghasilan. 

Perubahan pola industri dari industri berbasis produktivitas (productivity 

based-industries)  ke industri berbasis pengetahuan (knowledge-based industries) 

kemudian diikuti dengan munculnya knowledge society yang menandai ekonomi 

baru yang lebih dikenal sebagai ekonomi berbasis pengetahuan. Dalam 

perekonomian baru tersebut, ekonomi tidak didominasi oleh industri yang 

memprioritaskan keberadaan  tangible asset, namun lebih ditekankan pada 

ekploitasi teknologi informasi yang tersedia untuk memberikan keyakinan bahwa 

sebuah entitas bisnis mampu mempertahankan keunggulan kompetitif dari 

pesaingnya.  Organisasi yang ada di dalam ekonomi baru menggunakan tiga jenis 

modal, yaitu modal fisik (pabrik dan peralatan), keuangan (kas dan investasi) dan 

intelektual. 

Oleh karenanya, agar dapat tetap bersaing dan tetap dapat eksis di pasar, 

dalam ekonomi berbasis pengetahuan tiap organisasi dituntut untuk memiliki 

keunggulan kompetitif. Salah satu potensi keunggulan kompetitif organisasi 

dalam ekonomi berbasis pengetahuan adalah terletak pada sejauhmana organisasi 

dapat mengelola dan memanfaatkan asetnya secara optimal, khususnya intangible 

asset. Kemampuan manajemen untuk mendayagunakan nilai-nilai yang tidak 

tampak dari intangible assetnya akan sangat menentukan masa depan organisasi.  

Kekuatan pada perusahaan modern dalam ekonomi berbasis pengetahuan lebih 

banyak dihasilkan dari intelektual dan kecakapan dalam memberikan pelayanan, 

daripada tangible asset seperti tanah, gedung dan peralatan lainnya.  Umumnya, 

nilai produk dan jasa tergantung pada pengembangan dari knowledge based-

intangibles, seperti teknologi, know-how, desain produk, pemasaran, persepsi 

pelanggan, kreatifitas karyawan, dan sebagainya.  Hal tersebut disebabkan karena 

pada saat ini, investasi dalam tangible asset memiliki resiko tinggi terhadap 

perubahan. Misalnya, jika akan melakukan investasi pada peralatan harus 

dipertimbangkan kemungkinan munculnya peralatan baru yang lebih efisien 

maupun lebih efektif, karena dewasa ini peluncuran produk baru terus dikeluarkan 
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untuk merebut pasar.  Sebaliknya, jika investasi yang dilakukan adalah pada 

intangible asset, maka investasi tersebut tidak terpengaruh oleh perubahan produk 

baru, bahkan investasi tersebut diyakini merupakan penyebab terjadinya selisih 

antara nilai buku dengan nilai kapitalisasi saham.   

 Pada ekonomi berbasis pengetahuan, manajer menyadari bahwa 

keunggulan kompetitif perusahaan tergantung pada apa yang perusahaan ketahui, 

bagaimana pengetahuan digunakan, dan bagaimana dengan cepat perusahaan 

dapat belajar dari sesuatu yang baru.  Ketidakpastian lingkungan terjadi setiap 

hari, dan ketidakmampuan untuk beradaptasi terhadap ketidakpastian lingkungan 

tersebut berarti akan  ketinggalan dalam proses pengembangan, mengalami 

stagnansi, dan bahkan kehancuran bagi sebuah perusahaan. Perubahan yang ada 

saat ini tidak hanya membawa tantangan dan pengetahuan baru, namun juga 

orang-orang baru yang akan menjawab tantangan tersebut.  

 Perubahan proses bisnis, munculnya berbagai pemahaman baru mengenai 

proses produksi, peran konsumen dan pandangan-pandangan perusahaan terhadap 

peran penting sumber daya manusia berdampak pada pelaporan keuangan.  

Pelaporan keuangan yang saat ini lebih berfokus pada kinerja keuangan 

perusahaan seringkali dirasakan kurang memadai sebagai suatu pelaporan kinerja 

perusahaan.  Fenomena tersebut, menuntut adanya hal  lain yang perlu 

disampaikan kepada para pengguna pelaporan keuangan yang dapat  menjelaskan 

nilai lebih yang dimiliki perusahaan. Lingkungan bisnis yang sedang 

dikembangkan di Indonesia dan kebanyakan negara lainnya membutuhkan suatu 

model baru dan nomenklatur yang mengarahkan pada intangible asset.  Saat ini 

yang sedang menjadi perhatian penting adalah intellectual capital.   

 Di banyak negara termasuk Indonesia, konsep mengenai intellectual 

capital  masih tergolong baru dan masih cukup membingungkan.  Belum banyak 

perusahaan yang memahami eksistensi dan peran penting intellectual capital.  

Padahal eksistensi intellectual capital memiliki nilai tersendiri bagi organisasi, 

misalnya dapat digunakan oleh  manajemen dalam usahanya menjadi pesaing 

unggul di mata konsumen.  Selama ini bagian dari nilai tersebut disebut sebagai 
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goodwill. Padahal goodwill sebenarnya merupakan perbedaan antara nilai 

perusahaan dan nilai buku. 

 Intellectual capital merupakan  interaksi dari ketiga elemen intellectual 

capital yaitu human capital, customer capital dan structural capital (Bontis 1998; 

Bontis et al. 2000). Human capital merupakan  pengetahuan, skill, dan 

pengalaman yang pegawai bawa ketika meninggalkan perusahaan, yang meliputi 

know-how, pendidikan, vocational qualification, pekerjaan dihubungkan dengan 

pengetahuan, penilaian pekerjaan, penilaian psychometric, pekerjaan dihubungkan 

dengan kompetensi, semangat entrepreneurial, jiwa inovatif, kemampuan proaktif 

dan reaktif, dan kemampuan untuk berubah. Human capital di dalam organisasi 

memiliki potensi penuh untuk membangun orientasi pasar bagi konsumennya.  

Jika kompetensi pegawai di dalam suatu organisasi semakin baik, mereka akan 

memahami kebutuhan konsumen dan mengembangkan customer capital untuk 

menahan loyalitas konsumen.  Di samping itu, human capital juga merupakan 

sumber inovasi dan pembaharuan bagi perusahaan.   

 Customer capital merupakan seluruh sumber daya yang dikaitkan dengan 

hubungan eksternal perusahaan dengan konsumen, suplier atau partner dalam 

penelitian dan pengembangan,    meliputi brand, konsumen, loyalitas konsumen, 

nama perusahaan, backlog orders, jaringan distribusi, kolaborasi bisnis, 

kesepakatan lisensi dan kontrak-kontrak yang mendukung.    Pengelolaan 

customer capital yang baik akan menyebabkan kompetensi dalam aktivitas 

organisasi atau respon terhadap perubahan pasar dapat dikembangkan.  Jika 

sebuah organisasi menjadi fokus terhadap konsumen dan menjadi penentu pasar, 

maka organisasi tersebut akan menciptakan rutinitas dan proses organisasi yang 

efisien serta dapat melayani konsumen dengan baik.  Structural capital 

merupakan pengetahuan yang akan tetap berada dalam perusahaan, yang terdiri 

dari dua elemen yaitu pertama, intellectual property yang terdiri dari paten, 

copyright, design right, trade secret, trademark, service mark, dan kedua, 

infrastructure assets, yang meliputi filosofi manajemen, budaya perusahaan, 

proses manajemen, sistem informasi, sistem jaringan, dan hubungan keuangan.   
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Structural capital muncul dari proses dan nilai organisasi yang mencerminkan 

fokus internal dan eksternal perusahaan serta pengembangan dan pembaharuan 

untuk masa depan. Structural capital merupakan jalur kritis yang memungkinkan 

intellectual capital diukur pada tingkat analisis organisasional.  Jika sebuah 

organisasi memiliki sistem dan prosedur yang buruk dalam menjalankan 

aktivitasnya, maka intellectual capital secara keseluruhan tidak akan mencapai 

potensinya yang paling penuh.  Ditinjau dari tingkat analisis organisasional, maka 

structural capital akan berhubungan dengan kinerja bisnis. Jika suatu organisasi 

dapat mengkodifikasikan pengetahuan organisasi dan mengembangkan structural 

capital maka akan dapat menghasilkan keunggulan bersaing yang bertahan lama.  

Keunggulan tersebut secara relatif dapat menghasilkan kinerja yang tinggi.  

Interaksi dari ketiga elemen intellectual capital tersebut, secara keseluruhan akan 

menciptakan nilai bagi perusahaan. 

Keterbatasan akuntansi tradisional yang menyebabkan intellectual capital 

belum dapat dilaporkan dalam laporan keuangan, berimplikasi pada munculnya 

berbagai tuntutan terhadap akuntansi tradisional.  Hal tersebut disebabkan karena 

dampak yang ditimbulkan dengan tidak dilaporkannya intellectual capital sangat 

signifikan.  Oleh karenanya, diperlukan peran akuntan dalam menyikapi 

kemunculan intellectual capital, sehingga intellectual capital dapat dilaporkan 

dalam sebuah laporan organisasi.  Menyikapi kondisi tersebut, penelitian ini 

secara umum bertujuan untuk membahas intellectual capital dan tantangan 

akuntansi dalam ekonomi berbasis pengetahuan. 

 

METODE 

Pendekatan interpretatif atau pendekatan kualitatif digunakan dalam 

penelitian ini dengan menerapkan metode penelitian kepustakaan (library 

research).  Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menekankan pada 

pustaka sebagai obyek studi, yang dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menelaah gagasan para pakar (pakar lain), konsepsi yang telah ada, maupun 

aturan (rule) yang mengikat obyek ilmu beserta profesinya.  Penelitian ini 
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dimaksudkan untuk menganalisis sesuatu masalah yang menjadi topik penelitian 

atau konsepsi tersebut.  Pendekatan ini sangat sesuai untuk kondisi Indonesia 

karena masih terbatasnya perusahaan yang mengimplementasikan intellectual 

capital.   

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Intellectual Capital Dan Keterbatasan Akuntansi Tradisional 

 Meskipun disadari peran penting intangible asset bagi suatu organisasi, 

namun pada umumnya, perusahaan di Indonesia masih menggunakan akuntansi 

keuangan tradisional dan metode pengukuran kinerja yang dikembangkan 

beberapa abad yang lalu dengan menekankan pada penggunaan tangible asset. 

Perubahan lingkungan ekonomi pada abad pengetahuan belum direspon secara 

memadai.  Nilai suatu organisasi dan potensinya untuk mencapai keberhasilan di 

masa mendatang, saat ini belum terefleksikan secara penuh dalam laporan posisi 

keuangan, padahal know-how pegawai, pemanfaatan kreativitas dan kemampuan 

inovasi serta skill pegawai memerankan peran utama dalam mendefinisikan 

kekuatan produktif suatu organisasi.  Human capital dan teknologi informasi 

merupakan inti dari ekonomi berbasis pengetahuan yang akan menciptakan nilai-

nilai baru (Edvinsson and Malone 1997).  Namun, aliran investasi yang begitu 

besar tersebut tidak nampak sebagai aset positif dalam akuntansi tradisional.   

 Standar akuntansi yang ada saat ini belum mampu untuk menangkap dan 

melaporkan investasi yang dikeluarkan untuk memperoleh sumber daya non fisik 

dan hanya terbatas pada intellectual property.  Pengeluaran untuk investasi non 

fisik masih dicatat sebagai biaya bukan dilaporkan sebagai aset atau sumber daya 

perusahaan yang nantinya akan mendatangkan future economic benefits, misalnya 

pada value added analysis, dalam rangkaian nilai (value chain) menunjukan 

bahwa nilai diciptakan perusahaan dari tahap riset dan pengembangan sampai 

layanan pada pelanggan.  Pada akuntansi tradisional, pengeluaran yang dicatat 

sebagai aset dalam rangkaian nilai adalah pengeluaran dalam tahap produksi, 
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yaitu dikapitalisasi sebagai persediaan.  Meskipun Financial Accounting 

Standards Board (FASB) telah memiliki standar akuntansi atas tahap riset dan 

pengembangan, namun penerapannya masih sangat sulit.  Pernyataan Standar 

Akuntansi (PSAK) mengharuskan untuk membebankan pada periode terjadinya 

pengeluaran untuk riset, sedangkan untuk pengembangan harus memenuhi 

persyaratan tertentu, sedangkan untuk pengeluaran setelah tahap produksi 

seluruhnya dibebankan sebagai biaya tahun berjalan.  Di samping itu, seringkali 

sebagian besar pengambil keputusan di dalam organisasi kurang memiliki 

kemampuan untuk mendayagunakan intangible asset secara tepat dan optimal 

agar mampu memberikan nilai tambah kepada organisasi.  Praktek yang umum 

terjadi adalah intangible asset yang terdapat dalam organisasi disusutkan nilainya 

secara perlahan-lahan (dideplesikan) dari tahun ke tahun karena intangible asset 

tersebut dipandang semakin tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai 

bagi organisasi (M. Ikhsan 2004).   

 Hal tersebut kemudian berdampak pada terjadinya perubahan paradigma 

pelaporan akuntansi.  Sebelumnya, laporan keuangan dianggap memiliki fungsi 

stewardship, yaitu fungsi pertanggungjawaban kepada pemilik. Dalam paradigma 

ini, untuk kepentingan pertanggungjawaban, penilaian item-item laporan 

keuangan didasarkan pada historical cost. Paradigma baru menganggap bahwa 

laporan keuangan sebagai informasi untuk mengambil keputusan ekonomi oleh 

investor dan kreditur sebagai pengguna utama laporan keuangan yang 

mensyaratkan sumber daya perusahaan harus diukur berdasarkan nilainya, yaitu 

menggunakan total creation value atau current value.  Pada akuntansi 

berdasarkan nilai inilah terjadi masalah saat dibandingkan antara nilai sumber 

daya perusahaan yang tercantum di laporan posisi keuangan dengan nilai pasar 

saham perusahaan.  Hal tersebut ditunjukan oleh Stewart (1997) yang menemukan 

bahwa perbandingan nilai buku dengan nilai pasar saham perusahaan yang 

berbasis pengetahuan dalam jangka panjang yang tercantum di laporan posisi 

keuangan adalah  berbanding 1 : 7, sedangkan untuk industri baja berbanding 1 : 

1.  Hal tersebut menunjukkan terjadinya missing value untuk perusahaan yang 
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berbasis pengetahuan, yang kemudian oleh Stewart (1997) disebut sebagai 

intellectual capital.  Terjadinya selisih tersebut disebabkan karena terdapat 

intangible asset yang tidak dicatat oleh perusahaan dalam laporan posisi 

keuangan, namun memberikan sumbangan nilai yang besar terhadap perusahaan.  

Hal tersebut disebabkan karena jika dilihat dari rangkaian nilai, pada perusahaan 

yang berbasis pengetahuan, pengeluaran yang nantinya menciptakan nilai 

perusahaan pada tahap selain proses produksi dibebankan sebagai biaya, 

sedangkan untuk tahap produksi yang oleh Generally Accepted Accounting 

Principles (GAAP) pengeluaran tersebut boleh dikapitalisasi, justru tidak terlalu 

berarti untuk industri yang berbasis pengetahuan.   

 Oleh karenanya, maka pelaporan keuangan yang berfokus pada kinerja 

keuangan perusahaan seringkali dianggap kurang memadai sebagai suatu 

pelaporan kinerja perusahaan (Yudianti 2000). Terdapat keterbatasan informasi 

yang disajikan dalam pelaporan saat ini, seperti sifatnya yang umum, kuantitatif, 

historis, dinyatakan dalam unit moneter, serta sarat dengan taksiran (Statement of 

Financial Accounting  Concepts No. 1).  Melihat fenomena tersebut, maka 

terdapat hal  lain yang perlu disampaikan kepada para pengguna pelaporan 

keuangan yang dapat  menjelaskan nilai lebih yang dimiliki perusahaan dan dapat 

mengatasi keterbatasan pelaporan keuangan yang ada saat ini.  Nilai lebih yang 

dimiliki perusahaan dapat berbentuk inovasi, penemuan baru, pengetahuan, 

keterampilan sumber daya manusia, pengetahuan konsumen, relasi dengan 

konsumen, dan sebagainya.  Perusahaan seringkali mengalami kesulitan ketika 

akan menyajikan nilai lebih tersebut ke stakeholder karena ketiadaan standar 

akuntansi yang mengaturnya. Akibatnya, nilai lebih yang dimiliki perusahaan 

tersebut tidak diketahui oleh stakeholder, bahkan seringkali terjadi perusahaan 

sendiri tidak menyadari dan mengetahui bahwa memiliki nilai yang merupakan 

keunggulan perusahaan tersebut.  Ini disebabkan karena nilai lebih tersebut tidak 

berwujud, tidak mudah untuk melakukan pengelolaannya dan masih sulit untuk 

diukur.   
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 Ketidakmampuan akuntansi saat ini untuk melaporkan intellectual capital 

dalam laporan keuangan konvensional disebabkan karena terkendala pengakuan 

aset sebagaimana ditentukan dalam kerangka konseptual.  Financial Standards 

Board (FASB) dalam Statement of Financial Accounting Concepts No. 6 

mendefinisikan aset adalah : 

“Assets are probable future economic benefits obtained or controlled by a 

particular entity as a result of past transactions or events”. 

Berdasarkan pada definisi aset tersebut, maka sesuatu dapat diakui sebagai aset 

jika : 

1. Terdapat manfaat ekonomi di masa mendatang 

2. Diperoleh atau dapat dikendalikan oleh perusahaan, dan  

3. Berasal dari kejadian atau transaksi masa lalu.   

Jika dihubungkan dengan intellectual capital, kriteria pertama yaitu terdapat 

manfaat ekonomi di masa mendatang dapat dipenuhi oleh intellectual capital 

karena dengan adanya intellectual capital berarti terjadi peningkatan kinerja 

perusahaan dan meningkatnya aliran kas perusahaan di masa mendatang.  Hal 

tersebut diperkuat dengan berbagai hasil penelitian yang menemukan adanya 

hubungan positif antara intellectual capital dengan kinerja bisnis (Pulic 2003; 

Bontis 1998; Bontis et al. 2000; Astuti 2005; Astuti dan Sabeni 2005; Sunarta dan 

Astuti 2007; Astuti 2010).  Dengan ditemukannya hubungan positif antara 

intellectual capital dengan kinerja bisnis, menunjukan bahwa intellectual capital 

dapat memberikan manfaat ekonomis pada masa yang akan datang dengan 

meningkatnya aliran kas perusahaan pada masa mendatang.   

 Permasalahan pengakuan intellectual capital sebagai aset terkendala oleh 

kriteria kedua, yaitu diperoleh atau dapat dikendalikan oleh perusahaan.  Dalam 

konsep intellectual capital, yang dinilai adalah pengetahuan yang melekat pada 

manusia, pelanggan, dan organisasi.  Perusahaan tidak dapat sepenuhnya 

memperoleh dan mengendalikan pengetahuan yang ada, khususnya dalam diri 

pegawai.  Transfer pengetahuan pegawai ke perusahaan memang akan 

memberikan nilai bagi perusahaan, namun pengetahuan tersebut tetap akan 
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menjadi milik pegawai yang bersangkutan.  Kriteria ketiga, yaitu berasal dari 

kejadian atau transaksi masa lalu dapat dipenuhi oleh intellectual capital, namun 

yang dapat dicatat sebagai aset hanya sebesar  pengorbanan ekonomis untuk 

mendapatkan intellectual capital, misalnya intellectual capital yang tercipta 

melalui pengembangan, meskipun para penganut pengungkapan intellectual 

capital menolak melaporkan intellectual capital sebesar costnya, melainkan lebih 

kepada nilai yang telah diciptakan.   

Di Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) juga menentukan 

pengakuan aset. Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan 

Keuangan Paragraf 89 disebutkan bahwa aset diakui dalam neraca kalau besar 

kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di masa depan diperoleh perusahaan 

dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.  

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, intellectual capital mampu memberikan 

manfaat secara ekonomis di masa depan. Namun, hingga saat ini belum ada 

kesepakatan mengenai bagaimana mengukur nilai intellectual capital dengan 

andal, yang menyebabkan hingga saat ini intellectual capital juga belum dapat 

disajikan dalam laporan keuangan.  Jika dikaitkan dengan karakteristik kualitatif 

informasi, belum dapat disajikannya intellectual capital dalam laporan keuangan 

disebabkan karena terkendala oleh relevansi dan reliability  karena sifat umum 

intangible asset termasuk intellectual capital adalah adanya ketidakpastian 

keberadaan dan hubungan yang bisa ditelusuri antara pengorbanan ekonomis 

dengan hasilnya.   

 

Tuntutan Terhadap Akuntansi Tradisional 

Ketidakmampuan standar akuntansi yang saat ini ada untuk mengakui 

intellectual capital sebagai aset, karena terkendala keterukuran, menyebabkan 

perlunya dilakukan reformasi pengukuran dalam akuntansi tradisional, sehingga 

akuntansi dapat menyajikan informasi yang menunjukan nilai lebih perusahaan, 

termasuk intellectual capital. The International Federation of Accountants (IFAC) 
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(2003) menyebutkan bahwa tantangan yang dihadapi akuntansi dengan adanya 

ekonomi berbasis pengetahuan adalah : 

1. Kebutuhan alat yang baru untuk mengelola investasi dalam keahlian pegawai, 

informasi, dan teknologi. 

2. Kebutuhan bentuk pengukuran akuntansi yang berbeda diantara perusahaan 

untuk menunjukan indikator intellectual capital. 

3. Kebutuhan untuk mengukur tingkat pengembalian investasi dalam keahlian 

pegawai, informasi dan teknologi dalam jangka panjang. 

Sveiby (1998) menyarankan untuk melakukan pelaporan dalam dua bentuk, yaitu 

laporan keuangan lama dalam ukuran moneter ditambah dengan laporan khusus 

tentang intellectual capital dengan ukuran non moneter.  Hal ini disebabkan 

karena pengukuran dengan moneter akan sulit untuk menunjukan unsur-unsur 

yang menyumbangkan intellectual capital.  Di samping itu, pengukuran 

intellectual capital yang diakibatkan karena adanya internal development dengan 

pengukuran atribut moneter banyak tidak disetujui karena pengkapitalisasian 

biaya menjadi aset akan mengakibatkan adanya manipulasi terhadap laba.   

 Tuntutan terhadap akuntansi tradisional sehubungan dengan keberadaan 

intellectual capital juga diberikan oleh berbagai institusi sebagaimana 

disimpulkan dalam Financial Accounting Series yang ditulis oleh Wayne S. 

Upton, Jr (2001).  Tuntutan tersebut terbagi menjadi tiga hal, yaitu : 

1. Membuat paradigma akuntansi baru 

2. Memperkenalkan pengukuran baru yang tidak bersifat moneter 

3. Memasukan intellectual capital sebagai bagian dari intangible asset 

Hasil tuntutan berbagai institusi tersebut secara rinci ditunjukan dalam tabel 

berikut. 

Tabel 1 Tuntutan Terhadap Akuntansi Tradisional 
Institusi Paradigm

a Baru 

Ukuran 

Baru 

Intangibl

e Asset 

American Institute of Certified Public Accountants-

Special Committee on Financial Reporting 

   

Financial Accounting Standards Board (FASB)-

Business Reporting Research Project 
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Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) 

Canadian Performance Reporting Initiatives 
   

Brooking Institution-Understanding Intangible Source 

of Value 

   

Danish Agency for Development of Trade and 

Industry-Intellectual Capital Accounts 

   

Netherlands Ministry of Economic Affairs-Intangible 

Assets, Balancing Accounts with Knowledge 

   

Organization for Economic  

Cooperation and Development 

   

Institute of Chartered Accountants in England & 

Wales-New Measures for the New Economy 

   

(Sumber: Wayne S. Upton, Jr 2001) 

 

 Tabel 1 menunjukan sebagian besar institusi akuntansi merespon adanya 

fenomena baru dengan memberlakukan metode pengukuran baru yang tidak 

hanya bersifat moneter, namun juga laporan keuangan dilengkapi laporan khusus 

yang menunjukan kinerja intellectual capital.  FASB dalam Statement of 

Financial Accounting Concepts No. 5 memandang tentang spektrum informasi, 

masalah intellectual capital tersebut diadopsi dengan memasukan informasi 

tersebut ke dalam kategori supplementary information sebagai laporan khusus 

kepada stakeholders.   

 Tuntutan agar intellectual capital diakui sebagai aset dalam sudut pandang 

akuntansi tradisional sebenarnya adalah tuntutan adanya pengakuan aset yang 

muncul dari pengembangan internal (internal development) untuk intangible 

asset.  Pengembangan internal yang diakui sebagai aset pada standar akuntansi 

yang ada adalah pengakuan aset dalam rangkaian nilai saat pengembangan, 

sedangkan riset diakui sebagai biaya.  International Accounting Standard 

Committee (IASC) pada saat menyusun standar akuntansi riset dan pengembangan 

tahun 1977 menemukan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk riset dan 

pengembangan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan.  Namun, Wayne 

S. Upton, Jr (2001) menyimpulkan bahwa FASB Statement of Financial 

Accounting Concepts No. 2 dan International Accounting Standard (IAS) No. 38 

disusun berdasarkan ketidakmampuan memprediksi manfaat ekonomi yang timbul 

dari riset dan pengembangan.  Oleh karenanya, perlu dibuat standar baru yang 
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lebih terpusat pada pengembangan internal.  Hal tersebut juga diperkuat oleh 

Financial Accounting Standard Advisory Council (FASAC) yang melakukan 

survey pada tahun 2000 menunjukan bahwa dewan akuntansi FASB 

menempatkan intangible asset sebagai agenda pertama yang harus mendapat 

perhatian dalam proyek di masa depan.  Pada survey FASAC berikutnya, yaitu 

tahun 2001, hasil temuan survey tahun 2000 ditindaklanjuti dengan survey 

kemungkinan pelaporan informasi kuantitatif dan kualitatif.   

 

Dampak Tidak Dilaporkannya Intellectual Capital 

 Hingga saat ini, keberadaan intellectual capital tidak dapat dilaporkan 

dalam laporan keuangan akuntansi tradisional. Akuntansi tradisional yang 

menganut prinsip konservatif berakibat pada dipertahankannya sikap kehati-hatian 

yang berlebihan dan harus menunggu kepastian atas realisasi sebuah transaksi.  

Dengan demikian, informasi akuntansi tradisional hanya dapat melaporkan 

realisasi transaksi pada masa lalu dan bersifat backward-looking information.  

Munculnya industri berbasis pengetahuan telah menuntut akuntansi untuk dapat 

melaporkan kinerja dari investasi intangible asset.  Akuntansi dituntut untuk dapat 

menyajikan informasi yang bersifat forward looking untuk memprediksi masa 

depan perusahaan, sehingga akan dapat digunakan untuk mengambil keputusan.  

Dengan demikian, maka informasi dari laporan keuangan tersebut akan dapat 

memiliki guna sesuai dengan tujuan kerangka konseptual.  Sebaliknya, jika 

informasi yang disajikan tidak memiliki nilai prediktif, informasi tersebut tidak 

dapat digunakan untuk mengambil keputusan.  Misalnya, jika sebuah perusahaan 

akan melakukan investasi dalam pelatihan karyawan, perusahaan tersebut akan 

mengalami kesulitan untuk menilai tingkat pengembalian investasi tersebut dan 

bagaimana memperoleh pembiayaan dari kreditur karena jaminannya bersifat 

intangible.  Demikian pula perusahaan juga akan kesulitan dalam menentukan 

bagaimana dampak kenaikan investasi tersebut terhadap kenaikan harga saham. 
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 Dengan tidak diungkapkannya investasi dalam intangible asset akan 

mengakibatkan terjadinya asimetri informasi (Lev 1999), yaitu pertama, tingginya 

biaya modal untuk perusahaan yang intensif pengetahuan dalam tahap awal, yang 

dikarenakan pada perusahaan yang intensif pengetahuan dalam tahap awal masih 

berupa pengeluaran dan belum memiliki track record.  Kesulitan yang dijumpai 

adalah kebutuhan mencari dana untuk membiayai perusahaan, walaupun ada cost 

of capitalnya sangat tinggi.  Bila sumber-sumber pembiayaan seperti perbankan 

tidak mengetahui dampak kenaikan nilai dari investasi intangible asset dan dalam 

penyaluran kredit masih menggunakan pendekatan keamanan (seperti adanya 

jaminan dengan tangible asset), maka perusahaan yang intensif pengetahuan akan 

mendapatkan kendala pembiayaan.  Walaupun bisa, maka cost of capital yang 

diperoleh akan tinggi dibandingkan dengan investasi pada tangible asset.  Padahal 

berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Pulic (2003), Bontis (1998), 

Bontis et al. (2000), Astuti (2005), Astuti dan Sabeni (2005), Sunarta dan Astuti 

(2007) dan Astuti (2010) menunjukan adanya hubungan positif intellectual capital 

yang merupakan hasil investasi intangible asset dan kinerja bisnis.  Hal tersebut 

mengakibatkan terjadinya misleading information bagi kreditur dalam 

menyalurkan kredit kepada perusahaan yang berbasis pengetahuan.   

 Kedua, terjadi undervaluation terhadap harga saham secara sistematik oleh 

investor untuk perusahaan yang intensif asetnya intangible.  Hal ini terjadi jika 

perusahaan belum mencapai pertumbuhan profit yang maksimal.  Padahal 

investasi dalam intangible asset membutuhkan time lag untuk menciptakan nilai 

bagi perusahaan dan mempunyai sifat jangka panjang.  Joia (2000) membuktikan 

bahwa dengan penyesuaian time lag terdapat hubungan positif signifikan antara 

intellectual capital dengan nilai kapitalisasi saham.  Hal tersebut akan 

menyebabkan terjadinya misleading information oleh investor dalam 

mengalokasikan dananya untuk pengambilan keputusan. 

 Ketiga, terjadi kesalahan penilaian terhadap nilai tambah yang diciptakan 

oleh perusahaan antara manajer dengan karyawan ahli.  Dalam perusahaan yang 

intensif pengetahuan (misal riset dan pengembangan) nilai perusahaan banyak 
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diciptakan oleh karyawan yang memiliki skill atau kompetensi.  Tidak 

diungkapkannya nilai yang diciptakan pada proses riset dan pengembangan 

mengakibatkan kesalahan penilaian prestasi kerja atau penyumbang  nilai tambah 

tertinggi antara manajer dengan karyawan yang memiliki kompetensi dalam 

bagian riset dan pengembangan.  Kemungkinan hal ini akan terjadi kesalahan 

dalam memberikan imbal prestasi kerja terhadap kinerja yang dihasilkan antara 

manajer dengan karyawan berkeahlian. 

 Keempat, terjadi penurunan secara terus menerus terhadap kegunaan 

laporan keuangan, karena informasi keuangan yang ada tidak memberikan 

informasi yang akurat.  Hal ini memungkinkan terjadinya kesalahan interpretasi 

pengguna laporan keuangan dalam melakukan keputusan ekonomi.  Penurunan 

kegunaan informasi akuntansi akan mengakibatkan investor dan kreditur mencari 

sumber informasi lain.  Tentu saja dibutuhkan biaya untuk mendapatkan informasi 

tersebut.  Dalam kerangka penciptaan pasar modal yang efisien, hal ini tidak 

mendukung.  Padahal dalam penciptaan pasar modal yang efisien informasi 

merupakan barang publik, artinya informasi didapatkan dengan tidak memerlukan 

biaya. 

 Kelima, terjadi manipulasi laporan keuangan dengan menggunakan 

intangible asset, karena intangible asset dinilai terlalu rendah di laporan posisi 

keuangan.  Tidak diungkapkannya intangible asset memungkinkan terjadinya 

insider trading, dan kemungkinan investor mendapatkan keuntungan abnormal 

dari investasi intangible asset yang tidak diungkap dalam laporan keuangan.  

Tentu saja dalam sudut pandang penciptaan pasar modal yang efisien terjadinya 

insider trading dan keuntungan abnormal oleh investor akan menyebabkan 

terjadinya pasar modal yang tidak sehat.      

 

Peran Akuntan dalam Menyikapi Kemunculan Intllectual Capital 

 Memasuki ekonomi berbasis pengetahuan yang kemudian memunculkan 

intellectual capital membawa implikasi penting bagi akuntan karena dalam 
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ekonomi tersebut terjadi perubahan perhatian atas keberadaan aset yang dimiliki 

perusahaan.   Sistem pengukuran dan manajemen yang awalnya terlalu 

berorientasi pada tangible asset, saat ini telah beralih ke sistem pengukuran dan 

manajemen yang juga mempertimbangkan keberadaan intangible asset.  Hal 

tersebut dikarenakan selama ini, aset yang dimiliki oleh perusahaan tidak 

seluruhnya disajikan dalam laporan posisi keuangan, yang mengakibatkan 

pemegang saham tidak dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai 

kinerja perusahaan.  Tidak disajikannya aset secara keseluruhan di laporan posisi 

keuangan, juga menyebabkan tidak dapat diketahuinya elemen-elemen yang 

memberikan kontribusi terhadap nilai pasar perusahaan secara keseluruhan.  

Namun demikian, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, hingga saat ini 

akuntan keuangan mengalami kesulitan untuk menyajikan intellectual capital 

sebagai aset dalam laporan keuangan, yang dikarenakan beberapa aset intelektual 

tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Tidak dapat dikendalikannya aset 

intelektual ini oleh perusahaan, misalnya ditunjukan oleh pegawai yang dapat 

meninggalkan perusahaan kapanpun dengan membawa pengetahuan dan skill 

yang dimilikinya.  Pengetahuan dan skill tersebut akan tetap menjadi milik 

pegawai. Konsumen juga dapat mengubah loyalitasnya terhadap perusahaan 

dengan berbagai alasan dan jika hal tersebut terjadi, perusahaan tidak dapat 

mengendalikannya.   

 Akuntansi yang ada saat ini selalu bereaksi lebih lambat dari pasar yang 

secara lebih cepat merespon ide-ide baru perusahaan (Wall et al. 2004).  

Fenomena tersebut telah menuntut adanya akuntansi baru dengan sistem 

pengukuran baru pula yang semestinya dimulai secara internal dalam organisasi.  

Roslender (2000) mengemukakan bahwa terlalu sempit untuk memperdebatkan 

mengenai apakah intellectual capital seharusnya disajikan dalam laporan posisi 

keuangan, dan akan lebih luas untuk membahasnya ke dalam  manajemen 

strategik yang memerlukan pendekatan perspektif akuntansi manajemen. Jika 

ditinjau dari terjadinya intellectual capital dan bagaimana terciptanya intellectual 

capital dalam rangkaian nilai, maka akuntan harus mampu mengubah pola 
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pandang terhadap laporan keuangan.  Kinerja perusahaan tidak hanya dilihat dari 

berapa laba yang dihasilkan, atau sumber daya yang dimiliki sebagaimana 

tercantum di laporan posisi keuangan. Perhatian akuntan saat ini semestinya juga 

ditekankan pada biaya-biaya yang selama ini dipandang sebagai pengorbanan 

ekonomis dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang.  Hal 

tersebut disebabkan karena standar akuntansi yang saat ini ada melihat bahwa aset 

atau manfaat ekonomi masa depan dari pengorbanan ekonomis hanya terjadi pada 

proses produksi dan pengembangan, padahal penciptaan nilai perusahaan pada 

industri berbasis pengetahuan justru pada tahap sebelum dan sesudah proses 

produksi atas barang dan jasa (Hartono, 2001).  Oleh karenanya, penggalian 

terhadap sejumlah akuntansi yang tidak bersifat hard asset atau ukuran kinerja 

non keuangan saat ini merupakan tantangan tersendiri bagi akuntan. Hal tersebut, 

bukan berarti bahwa informasi yang berhubungan dengan intellectual capital 

tidak perlu untuk disajikan dalam laporan tahunan. Skandia menyajikan beberapa 

halaman dalam laporan tahunannya mengenai intellectual capital dan Lynn 

(1998) menyebutkan bahwa 42 perusahaan lainnya di Swedia telah menyediakan 

informasi yang sama dalam laporan tahun 1996. Hal tersebut menunjukan bahwa 

informasi dari laporan posisi keuangan  saja tidak mencukupi untuk memenuhi 

kebutuhan stakeholder dalam mendukung pengambilan keputusan.   

 Di samping adanya tuntutan bagi akuntan keuangan untuk menyajikan 

intellectual capital dalam laporan keuangan, terdapat sejumlah tantangan bagi 

akuntan manajemen.  Setelah diklasifikasikan, diidentifikasi dan digunakan 

beberapa metode untuk mengukur intellectual capital, diperlukan peran akuntan 

manajemen untuk dapat memastikan bahwa manajemen sadar bagaimana 

menggunakan aset tersebut untuk mencapai efisiensi yang optimum, sehingga 

menambah nilai bagi organisasi.  Hal tersebut menunjukan bahwa perlu (Booth 

1998): 

1. Pemahaman mengenai transfer intellectual capital diantara kategori (misal human 

capital terhadap organisasi) dan bagaimana bisnis dapat dikelola untuk 

meningkatkan intellectual capital secara keseluruhan. 
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2. Membuat mata rantai antara akselerasi intellectual capital dan kinerja keuangan. 

Akuntan juga perlu untuk memastikan bahwa transfer pengetahuan, dan 

transformasi ke dalam sesuatu yang lebih tangible berlangsung di dalam 

organisasinya sendiri. Lynn (1998) mengemukakan bahwa akuntan manajemen 

merupakan pegawai profesional berpengetahuan. Akuntan manajemen mengelola 

dan mengembangkan sistem informasi manajemen bagi organisasi, membantu 

merangkai dan menterjemahkan strategi ke dalam sasaran operasional dan 

aplikasi.  Akuntan manajemen juga berpartisipasi dalam menetapkan dan 

menggunakan struktur (skema evaluasi kinerja) untuk mengevaluasi hasil dari 

sistem.  Dengan demikian, maka jika ditinjau dari sifatnya, maka akuntan 

manajemen harus turut dalam perancangan strategi untuk mengelola intellectual 

capital, dari mengidentifikasi dan memeriksa persediaan intellectual capital, 

sampai ke evaluasi nilai tambah intellectual capital.  Siegel (2000) menemukakan 

bahwa pada abad 21 ini, akuntan manajemen telah terbebas dari penyiapan data 

akuntansi dan aspek manipulasi data.  Waktu yang tersedia kemudian digunakan 

untuk melakukan analisis data dan konsultasi internal, sehingga akuntansi saat ini 

tidak terisolasi dari bagian-bagian lain di dalam organisasi.  Pendapat tersebut 

diperkuat oleh Pierce (2001) yang mengemukakan peran akuntan baik di tingkat 

operasional dan strategik secara potensial lebih penting dari yang pernah ada, 

namun demikian profesi ini harus bergabung dengan para pendidik dan badan 

profesional untuk menghadapi tantangan ke depan.  Lebih lanjut, Brouther and 

Roozen (1999) mengemukakan bahwa peran akuntan pada ekonomi berbasis 

pengetahuan, adalah mendukung penciptaan sistem akuntansi strategik yang berisi 

informasi non keuangan, berfokus ke masa depan,  informasi internal dan 

eksternal bagi perusahaan, informasi didasarkan pada proyeksi masa depan yang 

realistik, bukan merupakan perhitungan dari masa lalu.  
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Keterbatasan akuntansi tradisional seperti belum mampunya standar 

akuntansi saat ini untuk menangkap dan melaporkan investasi yang dikeluarkan 

untuk memperoleh sumber daya non fisik dan hanya terbatas pada intellectual 

property, informasi yang disajikan dalam pelaporan saat ini sifatnya umum, 

kuantitatif, historis, dinyatakan dalam unit moneter, serta sarat dengan taksiran, 

adanya kendala pengakuan aset sebagaimana ditentukan dalam kerangka 

konseptual, khususnya kriteria diperoleh atau dapat dikendalikan oleh perusahaan, 

serta adanya kendala dalam karakteristik kualitatif informasi, khususnya 

karakteristik relevansi dan reliability, menyebabkan  intellectual capital belum 

dapat disajikan dalam laporan keuangan konvensional.  Keterbatasan akuntansi 

tradisional tersebut memberikan tantangan tersendiri yang memunculkan tuntutan 

bagi akuntansi tradisional antara lain kebutuhan alat baru untuk mengelola dan 

mengukur tingkat pengembalian investasi dalam keahlian pegawai, informasi, dan 

teknologi, kebutuhan bentuk pengukuran akuntansi yang berbeda diantara 

perusahaan untuk menunjukan indikator intellectual capital, membuat paradigma 

akuntansi baru, memperkenalkan pengukuran baru yang tidak bersifat moneter, 

serta memasukan intellectual capital sebagai bagian dari intangible asset.   

Tidak dilaporkannya intangible asset, termasuk intellectual capital 

menyebabkan asimetri informasi, seperti tingginya biaya modal untuk perusahaan 

yang intensif pengetahuan dalam tahap awal, terjadi undervaluation terhadap 

harga saham secara sistematik oleh investor untuk perusahaan yang intensif 

asetnya intangible, terjadi kesalahan penilaian terhadap nilai tambah yang 

diciptakan oleh perusahaan antara manajer dengan karyawan ahli, terjadi 

penurunan secara terus menerus terhadap kegunaan laporan keuangan, serta 

terjadi manipulasi laporan keuangan dengan menggunakan intangible asset.   

Peran akuntan diperlukan dalam menyikapi kemunculan intellectual 

capital pada ekonomi berbasis pengetahuan.  Akuntan harus mampu mengubah 

pola pandang terhadap laporan keuangan, bahwa kinerja perusahaan tidak hanya 
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dilihat dari berapa laba yang dihasilkan, atau sumber daya yang dimiliki 

sebagaimana tercantum di laporan posisi keuangan. Semestinya akuntan juga 

menekankan pada biaya-biaya yang selama ini dipandang sebagai pengorbanan 

ekonomis dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang, dan 

menggali akuntansi yang tidak bersifat hard asset atau ukuran kinerja non 

keuangan.  Disamping itu, diperlukan peran akuntan manajemen untuk 

memastikan bahwa manajemen sadar bagaimana menggunakan aset tersebut 

untuk mencapai efisiensi yang optimum, sehingga menambah nilai bagi 

organisasi.  Akuntan perlu memastikan bahwa transfer pengetahuan, dan 

transformasi ke dalam sesuatu yang lebih tangible berlangsung di dalam 

organisasinya sendiri.  Akuntan manajemen harus turut dalam perancangan 

strategi untuk mengelola intellectual capital, dari mengidentifikasi dan memeriksa 

persediaan intellectual capital, sampai ke evaluasi nilai tambah intellectual 

capital.   

 

Saran 

 Kemunculan intellectual capital membawa implikasi praktik bagi 

oganisasi untuk mengelola intellectual capital nya dengan baik karena dalam 

ekonomi berbasis pengetahuan, kemampuan mengelola pengetahuan sangat 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, yang selanjutnya diyakini akan menarik 

minat para investor atau kreditor.  Kemunculan intellectual capital dalam 

ekonomi berbasis pengetahuan juga membawa implikasi teoritis bagi para 

akademisi, peneliti, maupun pihak penyusun standar akuntansi.  Akademisi dan 

peneliti diharapkan dapat melakukan penggalian yang lebih mendalam mengenai 

intellectual capital, sehingga teori mengenai intellectual capital dapat diperoleh, 

sedangkan pihak penyusun standar akuntansi diharapkan  dapat menyusun dan 

menetapkan pedoman penyajian intellectual capital sebagai bagian dari laporan 

organisasi. 

 



 
 
 

 

21 
 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Bontis, N  (1998),  “Intellectual Capital: An Exploratory Study That Develops 

Measures and Models”,  Management Decision,  vol  36, no.  2, pp.  63-

76. 

Bontis, N, William C.C.K and Stanley R (2000),  “Intellectual Capital and 

Business Performance in Malaysian Industries”,  Journal of Intellectual 

Capital,  vol. 1, no. 1, pp. 85-100. 

Booth, R (1998),  “The Measurement of Intellectual Capital”,  Management 

Accounting, vol. 76, no. 10, pp. 26–8. 

Brouthers, K. D and Roozen, F.A (1999),  “Is it Time to Start Thinking about 

Strategic Accounting?”,   Long Range Planning, vol. 32, no. 3, pp. 311–

22. 

Edvinsson, L and Malone, M (1997), Intellectual Capital: Realizing Your 

Company’s True Value by Finding Its Hidden Brainpower,   New York, 

NY: Harper Business.   

Financial Accounting Standards Board (1978), Statement of Financial Accounting 

Concepts No. 1,  Connecticut. 

Financial Accounting Standards Board (1980), Statement of Financial Accounting 

Concepts No. 2,  Connecticut. 

Financial Accounting Standards Board (1984), Statement of Financial Accounting 

Concepts No. 5,  Connecticut. 

Financial Accounting Standards Board (1985), Statement of Financial Accounting 

Concepts No. 6,  Connecticut. 

Hartono, B (2001),  “Intellectual Capital: Sebuah Tantangan Akuntansi Masa 

Depan”, Media Akuntansi, edisi 2, thn VIII, hal 65-72. 

Ikatan Akuntan Indonesia (2013), Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juni 2012, 

Jakarta. 

Joia, L.A (2000),  “Measuring Intangible Corporate Assets Linking Business 

Strategy with Intellectual Capital”,  Journal of Intellectual Capital, vol. 1 

no. 1. 

Lev, B (1999),  “Intangibles Management, Measurement and Reporting”.  

Executive Summary. 

Lynn, B (1998),  “Intellectual Capital”,  CMA Management, vol. 72, no. 1, pp. 

10–5. 

M. Ikhsan (25 November 2004)  “Pengelolaan aset Organisasi yang Berbasis 

Pengetahuan Dengan Sistemic Knowledge Management”,  

http://www.forum-

inovasi.or.id/jurnal/Jurnal%20edisi%204/artikel%20M%20Ikhsan.html 

Astuti, P.D (2005),  “Hubungan Intellectual Capital dan Business Performance”, 

Jurnal Manajemen, Akuntansi & Sistem Informasi, MAKSI, vol. 

5/Januari/2005, hal.  34-58. 

http://www.forum-inovasi.or.id/jurnal/Jurnal%20edisi%204/artikel%20M%20Ikhsan.html
http://www.forum-inovasi.or.id/jurnal/Jurnal%20edisi%204/artikel%20M%20Ikhsan.html


 
 
 

 

22 
 
 

 

Astuti, P.D dan Sabeni, A (2005),  “Hubungan Intellectual Capital dan Business 

Performance Dengan Diamond Specification : Sebuah Perspektif 

Akuntansi”, Paper Simposium Nasional Akuntansi VIII,  Universitas 

Sebelas Maret,  Solo, 15-16 September. 

Astuti, P.D (2010).  “Trust dan Kultur Organisasi sebagai Penggerak Intellectual 

Capital terhadap Kinerja Organisasi”, Paper Simposium Nasional 

Akuntansi XIV,  Universitas Syiah Kuala,  Banda Aceh, 21-23 Juli. 

Pierce, B (2001),  “Management Accounting without Accountants?”,  

Accountancy Ireland, vol. 33, no. 3, pp. 10–12. 

Pulic, A (28 Desember 2003),  “Managing the Performance of Intellectual 

Potential in Knowledge Economy”,  http://www.measuring-

ip.at/Opapers/Pulic/Vaictxt.vaictxt.html 

Roslender, R (2000), “Accounting for Intellectual Capital: A Contemporary 

Management Accounting Perspective”,  Management Accounting, vol. 

78, no. 3, pp. 34–7. 

Siegel, G (2000), “Management Accountants: the Great Communicators”,  

Strategic Finance, vol. 82, no. 6, pp. 75–76. 

Stewart, T.A (1997),  Intellectual Capital : The New Wealth of Organizations, 

New York: Doubleday.   

Sunarta, I.N dan Astuti, P.D (2007),  “Pengaruh Intellectual Capital Terhadap 

Business Performance (Studi Pada Perusahaan Jasa di Propinsi Daerah 

Tingkat I Bali)”, Laporan Hasil Penelitian Dosen Muda, Fakultas 

Ekonomi, Universitas Pendidikan Nasional Denpasar.   

Sveiby, K.E (1998), “Intellectual Capital: Thingking Ahead”, Australian CP, 

June, pp. 18-21. 

The International Federation of Accountants (28 Desember 2003),  “Measurement 

and Management of Intellectual Capital”. http://www.ifac.org/ 

The International Accounting Standards Committee (20 November 2003),  

“International Accounting Standards No. 38-Intangible Assets”.  

www.deloitte.com. 

Wall, A, Kirk, R and Martin, G (2004),  Intellectual Capital Measuring the 

Immeasurable,  Oxford, UK: Elsevier.   

Wayne S Upton, Jr (2001), “Business and Financial Reporting, Challenges from 

the New Economy”,  Financial Accouting Series, no. 219A,  April. 

Yudianti, F.R.N (2000),  “Pengungkapan Modal Intelektual Untuk Meningkatkan 

Kualitas Keterbukaan Pelaporan Keuangan”,  Jurnal Bisnis dan 

Akuntansi, vol.  2, no.  3, Desember, hal.  271-283. 

 

  

 

 

http://www.measuring-ip.at/Opapers/Pulic/Vaictxt.vaictxt.html
http://www.measuring-ip.at/Opapers/Pulic/Vaictxt.vaictxt.html
http://www.ifac.org/


 
 
 

 

1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN B 

DRAFT MODEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

i 
 
 

 

DRAFT MODEL 
 

Panduan Penilaian Tingkat Pengungkapan 

Intellectual Capital Sektor Publik 

 

 

 

 

                                                                                     

 Partiwi Dwi Astuti, SE, MSi, Ak, CA 

 Dr. Ida Ketut Kusumawijaya, SE, MM 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI TRIATMA MULYA  

JULI, 2014 

 



 
 
 

 

ii 
 
 

 

 

Daftar Isi 

HALAMAN JUDUL  ........................................................................  i 

DAFTAR ISI  ..............................................................................   ii 

 
BAB 1  PENDAHULUAN ................................................................  1 

 Apa yang Melatarbelakangi Dikembangkannya Model Penilaian Tingkat 
 Pengungkapan Intellectual Capital Sektor Publik? .................................................  3 
 Perlunya Pengungkapan Intellectual Capital Sektor Publik ....................................  4 
 Bagaimana Menilai Tingkat Pengungkapan Intellectual Capital Sektor Publik? .....  8 
 
BAB 2 IDENTIFIKASI INDEKS PENGUNGKAPAN INTELLECTUAL 

 CAPITAL SEKTOR PUBLIK  ................................................  9 

  Definisi Intellectual Capital Sektor Publik dan Elemen Pembentuknya ..................  9 
  Menentukan Faktor Intellectual Capital Sektor Publik dan Definisinya ...................  10 
 
BAB 3  PENYUSUNAN BOBOT INDEKS INTELLECTUAL CAPITAL  

  SEKTOR PUBLIK ..............................................................  12 

 
BAB 4  PENGUKURAN KUALITAS INTELLECTUAL CAPITAL SEKTOR  

  PUBLIK .........................................................................  13 

 
BAB 5  SKORING PENGUNGKAPAN INTELLECTUAL CAPITAL SEKTOR  

  PUBLIK .........................................................................  14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

1 
 
 

 

Bab 1 Pendahuluan 

Apa yang Melatarbelakangi Dikembangkannya Model Penilaian Tingkat 

Pengungkapan Intellectual Capital Sektor Publik? 

Prinsip filosofi manajemen baru pada organisasi sektor publik, yang 

dikenal sebagai manajemen publik baru (new public management=NPM) 

menuntut organisasi sektor publik untuk dapat mengembangkan dan mengelola 

aset tidak berwujudnya, khususnya intellectual capital.  Hal tersebut dikarenakan 

manfaat yang diberikan organisasi sektor publik kepada masyarakat, kebanyakan 

dibangun oleh aset tidak berwujudnya.  Aset tidak berwujud tersebut menjadi 

sumber utama keunggulan kompetitif organisasi sektor publik yang pada akhirnya 

akan menghasilkan kesejahteraan publik, kualitas hidup, maupun perlindungan 

bagi lingkungan dan reputasi suatu wilayah.   

Akuntansi sektor publik yang ada saat ini, tidak memadai untuk 

melakukan pengungkapan aset tidak berwujud sektor publik, termasuk intellectual 

capital. Sebagian besar input dan output organisasi sektor publik yang bersifat 

tidak berwujud, menyebabkan banyak aktivitas organisasi sektor publik tidak 

dapat dikuantifikasikan secara moneter.  Keefektifan aktivitas organisasi sektor 

publik pun pada akhirnya sulit dianalisa dan dievaluasi berdasarkan ketentuan 

akuntansi sektor publik yang ada pada saat ini. Fakta tersebut kemudian 

memunculkan minat stakeholder organisasi sektor publik untuk melihat informasi 

di luar informasi keuangan, khususnya aset tidak berwujud dalam bentuk 

intellectual capital.  Pada dasarnya, kondisi tersebut dapat diantisipasi oleh 

pemerintah, karena pemerintah dapat menentukan bentuk dan jenis informasi 

tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur dalam 

kerangka konseptual maupun standar akuntansi pemerintahan.  

Bagi organisasi sektor publik, pengungkapan intellectual capital 

memegang peran penting untuk tujuan  memuaskan kebutuhan informasi 

pengguna dalam suatu cara yang memungkinkan untuk mendukung proses 
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pengambilan keputusan dan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Oleh karenanya, 

maka perlu dikembangkan model penilaian tingkat pengungkapan intellectual 

capital sektor publik yang dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan 

akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan evaluasi kinerja organisasi sektor 

publik. 

 

Perlunya Pengungkapan Intellectual Capital Sektor Publik 

Dalam perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia, fenomena 

yang terjadi saat ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas organisasi sektor 

publik, baik di pusat maupun daerah.  Akuntabilitas manajerial sebagai salah satu 

dimensi akuntabilitas publik memiliki peran penting dalam menciptakan 

kredibilitas manajemen pemerintah daerah.  Jika masyarakat menilai pemerintah 

daerah tidak akuntabel, masyarakat dapat menuntut pergantian pemerintahan, 

pergantian pejabat, dan sebagainya.  Rendahnya tingkat akuntabilitas juga 

meningkatkan risiko berinvestasi dan mengurangi kemampuan untuk 

berkompetisi serta melakukan efisiensi (Mardiasmo, 2006).   

Akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang 

didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan 

atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya (Governmental Accounting 

Standards Boards (GASB, 1999). Pernyataan tersebut menunjukan bahwa 

akuntabilitas memungkinkan masyarakat menilai pertanggungjawaban pemerintah 

atas semua aktivitas yang dilakukan. Kerangka Konseptual Akuntansi 

Pemerintahan Paragraf 25 sebagaimana terlampir dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan menyebutkan bahwa setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban 

untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai 

dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode 

pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, 

keseimbangan antargenerasi (intergenerational equity), dan evaluasi kinerja.  
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Intellectual capital menggambarkan kumpulan pengetahuan yang melekat 

pada pegawai, rutinitas organisasi dan hubungan dengan jaringan organisasi, dan 

dalam ekonomi berbasis pengetahuan, pengetahuan  adalah paling penting. 

Intellectual capital telah diakui sebagai sumber daya penting yang dibutuhkan 

organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.  Hal 

tersebut menuntut organisasi sektor publik untuk mengungkapkan aset tidak 

berwujudnya, khususnya intellectual capital sehingga dapat diketahui sumber 

keunggulan kompetitif yang menghasilkan atau akan menghasilkan nilai, seperti 

fokus pada anggota masyarakat, tanggungjawab sosial dan profesionalisme staf.   

Pengungkapan intellectual capital sektor publik kemudian memegang 

peran penting bagi organisasi sektor publik, untuk menyajikan informasi kepada 

stakeholder, sehingga stakeholder akan dapat mengetahui nilai sumber daya 

ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional 

pemerintahan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan 

membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. 

Pengungkapan ini merupakan suatu bentuk kebutuhan transparansi yang 

merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas, berupa keterbukaan 

pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Dengan 

mengidentifikasi, menilai dan mengelola intellectual capital, akan dapat 

mendukung tercapainya keberhasilan organisasi sektor publik, memperbaiki 

pengambilan keputusan, dan dapat digunakan untuk menunjukan tingkat kualitas 

proses manajemen kepada publik. Pendekatan intellectual capital dapat 

membantu memfasilitasi proses pembelajaran dalam organisasi sektor publik 

karena memberikan kekuatan manajer publik untuk memikirkan kembali misinya, 

dan juga memberikan kekuatan kepada manajer publik untuk mengetahui apa 

yang diketahui (know-what) dan kemampuan untuk memberikan yang 

diketahuinya (know-how).  Hal ini penting bagi organisasi sektor publik karena 

organisasi sektor publik harus belajar pengetahuan baru dan meniadakan 

pengetahuan yang tidak diperlukan dalam organisasi yang telah berubah. 
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 Intellectual capital pada organisasi sektor publik perlu diungkapkan, 

sebab pada organisasi sektor publik, intangibility seringkali lebih dominan 

dibanding pada organisasi sektor privat. Organisasi sektor publik juga selalu 

intensif dengan human capital dan berfokus pada keluaran yang memiliki sifat 

tidak berwujud. Dengan mengidentifikasi dan menilai intellectual capital, manajer 

organisasi sektor publik akan lebih mampu mengelola intellectual capital.  

Pengungkapan intellectual capital memiliki peran penting bagi organisasi sektor 

publik, khususnya untuk memenuhi kepentingan akuntabilitas, manajemen, 

transparansi, dan evaluasi kinerja organisasi sektor publik.  Jika intellectual 

capital tidak dilaporkan, maka terdapat risiko intellectual capital tidak akan 

memperoleh perhatian manajemen dengan cukup, padahal organisasi sektor 

publik harus akuntabel, tidak saja atas dana yang dipercayakan kepadanya, namun 

juga terhadap hasil yang dicapainya.   

Organisasi sektor publik berbeda dari organisasi sektor privat.  Tujuan 

utama organisasi sektor publik bukan menciptakan nilai bagi pemegang saham, 

namun lebih kepada memberikan outcome kepada stakeholder.  Organisasi sektor 

publik sebagian besar dibangun di atas intangible, yang meliputi skill, 

kompetensi, prosedur, dan sistem informasi yang dikendalikan oleh organisasi. 

Hal tersebut menghasilkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup, 

perlindungan lingkungan dan nama baik wilayah.  Hal tersebut merupakan sumber 

daya intangible yang digerakan, dikendalikan dan dikelola oleh organisasi sektor 

publik yang tidak cukup diungkapkan dalam laporan keuangan tradisional.   

 Bagi organisasi sektor publik, pengungkapan intellectual capital 

diperlukan sehubungan dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik.  

Transparansi merupakan ketersediaan informasi bagi masyarakat atas transaksi-

transaksi pemerintah, transparansi atas proses pengambilan keputusan, dan 

merupakan dasar untuk manajemen pengeluaran diantara seluruh warga.  Metode 

yang umum digunakan untuk menyampaikan akuntabilitas kepada stakeholder 

adalah melalui laporan tahunan.  Laporan tersebut memfasilitasi dialog antara 
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organisasi dan stakeholdernya serta menyajikan akuntabilitas dengan memberikan 

output dan outcome secara rinci kepada pembayar pajak dan stakeholder lainnya.   

Transparansi dalam pembuatan kebijakan dan akuntabilitas penggunaan 

dana dari para pembayar pajak merupakan prinsip mendasar dari pemerintahan 

yang demokratis.  Akuntabilitas merupakan tugas untuk menyediakan sebuah 

laporan (tidak berarti laporan keuangan) atau penghitungan tindakan yang 

merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban.  Dengan demikian, dalam 

akuntabilitas satu kelompok (accountor) harus dapat bertanggungjawab terhadap 

kelompok lainnya (accountee) untuk tindakan, proses, output atau luaran 

(Steccolini, 2004).  Akuntabilitas melibatkan keharusan untuk menjelaskan satu 

tindakan untuk memberikan justifikasi apa yang dilakukan (GASB, 1987 dalam 

Steccolini, 2004) dan merupakan hal penting dalam situasi dengan satu kelompok 

melayani atau mengendalikan aset kelompok lainnya.   

Oleh karenanya perlu untuk  melakukan pengungkapan kepada seluruh  

masyarakat yang dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk kritis.  

Akuntabilitas pemerintah daerah tidak hanya wajib disampaikan kepada 

pemerintah pusat beserta menterinya, namun juga kepada stakeholder, seperti 

pembayar pajak, pegawai, bisnis, dan komunitas yang lebih luas.  Pelaksanaan 

akuntabilitas dilakukan melalui pelaporan informasi komprehensif mengenai 

kondisi, kinerja, aktivitas dan kemajuan pemerintah daerah dalam konteks 

perubahannya.  Pendapat untuk membuka pelaporan pemerintah daerah dapat 

dilakukan dengan memasukan intellectual capital disclosure (ICDs).  Selanjutnya, 

hal tersebut merupakan tantangan bagi para peneliti bahwa pelaksanaan 

akuntabilitas kepada stakeholder difasilitasi dengan pencantuman informasi 

mengenai intellectual capital dalam laporan tahunan pemerintah daerah.  

Dikarenakan tidak adanya kewajiban dalam standar akuntansi atau ketentuan 

hukum untuk melaporakan intellectual capitalnya, maka sebagian besar organisasi 

yang memilih mengungkapkan atau melaporkan intellectual capital 

melakukannya secara sukerala..   
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Dalam berbagai literatur dikemukakan sejumlah penjelasan mengapa 

organisasi secara sukarela mengungkapkan intellectual capitalnya.  Terdapat dua 

insentif dalam kaitannya dengan aktivitas internal organisasi dan dalam kaitannya 

dengan lingkungan eksternal yang mempengaruhi organisasi.  Dari perspektif 

lingkungan internal, pengukuran dan pelaporan intellectual capital memberikan 

manfaat melalui meningkatnya efisiensi operasional, memperbaiki moral dan 

motivasi pegawai, dan memberikan alokasi sumber daya yang lebih baik.  Dalam 

konteks lingkungan ekstenal, insentif utama untuk organisasi yang 

mengungkapkan intellectual capitalnya adalah membuat sesuatu yang invisible 

menjadi visible bagi pengguna eksternal informasi.  Dengan mengidentifikasi dan 

menilai intellectual capitalnya, manajer organisasi dapat lebih mampu mengelola 

intellectual capitalnya.  Jika intellectual capital tidak dilaporkan, terdapat resiko 

bahwa intellectual capital tidak akan memperoleh perhatian manajemen yang 

memadai.  Akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat umum merupakan 

bagian integral dari masyarakat yang demokratis.  Organisasi sektor publik harus 

dapat bertanggungjawab tidak hanya atas dana yang dipercayakan kepadanya, 

namun juga atas hasil-hasil yang dicapainya.  

Pelaporan intellectual capital menyediakan organisasi kesempatan untuk: 

4. Memperlihatkan kepada stakeholder bahwa organisasi dapat dipercaya dan 

menggunakannya sebagai alat pemasaran  

5. Meningkatkan reputasi eksternal  

6. Menunjukan legitimasi di mata publik dan menghindarkan biaya dari non 

legitimasi  
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Bagaimana Menilai Tingkat Pengnngkapan Intellctual Capital Sektor Publik? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Model Penilaian Tingkat Pengungkapan Intellectual Capital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Identifikasi Indeks 

Pengungkapan IC Sektor 

Publik 

 

2 Penyusunan Bobot 
Indeks  Pengungkapan IC 

Sektor Publik 

 

3 Pengukuran Kualitas  

Pengungkapan IC Sektor 

Publik 

 

4 Penentuan Skor 

Pengungkapan IC Sektor 

Publik 

 

Libatkan Stakeholder 

Sektor Publik 

 

Gunakan Kriteria Kualitas 

Pengungkapan 5 Point 

Bandingkan Skor 

Pengungkapan IC Sektor 

Publik dengan Bobotnya 



 
 
 

 

8 
 
 

 

Bab 2 Identifikasi Indeks Pengungkapan 

Intellectual Capital Sektor Publik 

Definisi Intellectual Capital Sektor Publik dan Elemen Pembentuknya 

 Review literatur menunjukan bahwa belum ada kesepakatan mengenai 

istilah atau definisi intellectual capital.  Para peneliti dan analis belum 

memperoleh kesepakatan mengenai definisi dari investasi tidak berwujud beserta 

elemen pembentuknya.  Sebagian besar definisi intellectual capital berusaha 

memasukan pengetahuan organisasi dan mengakui bahwa intangible dapat 

memberikan manfaat pada masa yang akan datang.  Hal ini sesuai dengan definisi 

aset yang ditentukan oleh standar akuntansi.  Intellectual capital kemudian dapat 

digambarkan sebagai nilai yang dihasilkan dari sumber daya yang secara 

konvensional tidak ditemukan dalam neraca.  Dalam organisasi sektor publik, 

intellectual capital sektor publik dapat dipisahkan ke dalam tiga elemen 

pembentuknya, yaitu: 

1. Public human capital, merupakan pengetahuan (baik yang bersifat explicit 

maupun tacit; individu maupun sosial) yang berguna untuk pencapaian misi 

organisasi, yang individu maupun kelompok miliki dalam organisasi, 

disamping kapabilitas untuk menggerakannya pada masa mendatang. 

2. Public structural capital, menggambarkan serangkaian pengetahuan dan 

intangible asset yang dimiliki organisasi.  Namun dalam organisasi besar dan 

kompleks seperti organisasi sektor publik, modal tersebut berguna untuk 

memisahkan peran teknologi, aspek administratif dan sosial tertentu yang 

memberikan kontribusi terhadap legitimasi fungsi publik.  Untuk alasan ini, 

maka public structural capital dipisahkan menjadi tiga sub komponen, yaitu:  

a. Public organizational capital, merupakan serangkaian pengetahuan yang 

bersifat explicit maupun implicit, formal maupun non formal, yang 
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digunakan untuk mengembangkan aktivitas organisasi dengan cara yang 

efisien dan efektif. 

b. Public social capital, berhubungan dengan nilai pengembangan dari fungsi 

pelayanan publik berbasis kepercayaan, kesetiaan dan etika. 

c. Public technological capital, merupakan serangkaian pengetahuan 

intangible teknologi, atau dapat dikatakan modal ini diturunkan dari 

pengetahuan teknis. Terdiri dari aktivitas dan fungsi pengembangan 

internal dan eksternal operasional organisasi yang berhubungan dengan 

produk dan jasa yang dikarakteristikan oleh perbedaan operasi organisasi. 

3. Public relational capital, modal ini terintegrasi dengan nilai jalinan kerjasama 

dengan agen utama yang terlibat dalam proses organisasi utama. 

 

Menentukan Faktor Intellectual Capital Sektor Publik dan Definisinya 

 Beberapa faktor intangible yang merupakan bagian dari intellectual 

capital organisasi sektor publik berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas 

kinerja dan keberhasilan organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan 

terbaik yang memuaskan para pengguna layanan. Oleh karenanya, maka dalam 

menilai tingkat pengungkapan intellectual capital sektor publik perlu ditentukan 

faktor intellectual capital yang akan menjadi indeks pengungkapan intellectual 

capital.  Faktor intellectual capital merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan kepada para 

penggunanya dan pencapaian tujuan organisasi itu sendiri.  Faktor intellectual 

capital ditentukan untuk tiap elemen intellectual capital sektor publik, baik public 

human capital, public relational capital, maupun public structural capital yang 

kemudian dilakukan pendefinisian dari tiap faktor intellectual capital yang telah 

ditentukan.  Tabel 2.1 menunjukan beberapa contoh faktor intellectual capital 

untuk tiap elemen intellectual capital sektor publik dan definisinya. 

Tabel 2.1 

Daftar Faktor Intellectual Capital Sektor Publik 
Item Uraian 



 
 
 

 

10 
 
 

 

Public Human Capital 

Know-how Pengetahuan pegawai 

Program pendidikan pegawai Pendidikan/program berjalan yang 

diprogramkan  oleh organisasi sektor publik 

Kualifikasi vokasi pegawai Kualifikasi non akademik yang diikuti pegawai 

Pekerjaan yang berhubungan dengan 

pengetahuan dari pegawai 

Memperoleh pekerjaan atau sebagai bagian dari 

training 

Perbedaan budaya Informasi demografis pegawai 

Inovasi kewirausahaan Memfokuskan pada minimisasi biaya 

disbanding maksimisasi laba 

Kesempatan yang sama dalam pekerjaan Kesempatan meperoleh pengembangan karir 

yang sama bagi tiap pegawai 

Rencana kompensasi pegawai Rincian remunerasi pegawai 

Program pelatihan Program pelatihan yang dijalankan atau 

disediakan oleh organisasi sektor publik 

Aktivitas bersama Rincian kegiatan bersama yang mencerminkan 

kebersamaan pegawai 

Public Relational Capital 

Database pembayar pajak Database seluruh pembayar pajak 

Demografi pembayar pajak Informasi yang berhubungan dengan pembayar 

pajak 

Kepuasan pembayar pajak Indikator kepuasan pembayar pajak 

Backlog work Berhubungan dengan proyek-proyek yang telah 

selesai/baru dimulai 

Saluran distribusi Informasi bagaimana jasa/produk organisasi 

sektor publik sampai pada penggunanya 

Kolaborasi bisnis Kolaborasi bisnis yang melibatkan organisasi 

sektor publik 

Perjanjian perijinan Perjanjian perijinan yang dilaksanakan 

organisasi sektor publik 

Standar kualitas Kepatuhan terhadap program/standar jaminan 

kualitas 

Citra Citra organisasi sektor publik 

Public Structural Capital 

Intellectual property Rincian paten, hak cipta, merk dagang yang 

dimiliki organisasi sektor publik 

Filosofi manajemen Bukti pernyataan visi/misi 

Proses manajemen Berhubungan dengan proses dalam organisasi 

sektor publik 

Budaya/nilai organisasi Sikap, pengalaman, keyakinan, dan nilai-nilai 

dalam organisasi sektor publik 

Sistem informasi/jaringan kerja Pengembangan, penggunaan, penerapan, dan 

dampak sistem informasi 

Hubungan keuangan Hubungan antara organisasi sektor publik 

dengan penyedia/penerima keuangan 

Alat promosi Pemasangan iklan yang dilakukan organisasi 

sektor publik untuk memperkenalkan layanan 

yang diberikan atau daerahnya 
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Bab 3 Penyusunan Bobot Indeks 

Pengungkapan Intellectual Capital 

Sektor Publik 

 

Pembobotan indeks pengungkapan intellectual capital sektor publik 

dilakukan dengan melibatkan stakeholder organisasi sektor publik.  Stakeholder 

sektor publik diminta untuk menilai pembobotan tiap faktor intellectual capital 

yang ada dalam daftar item intellectual capital yang telah dimodifikasi.   

Stakeholder organisasi sektor publik diminta untuk mereview daftar faktor 

intellectual capital melalui indeks pengungkapan. Tiap stakeholder diminta 

pendapatnya terhadap faktor intellectual capital, yang dipisahkan ke dalam tiga 

elemen intellectual capital seperti dalam Tabel 5.2. Untuk tiap faktor intellectual 

capital, stakeholder memutuskan apakah faktor tersebut seharusnya diungkapkan 
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atau tidak.  Untuk faktor intellectual capital yang hendaknya diungkapkan, 

stakeholder diminta untuk memberikan tingkat kepentingan faktor intellectual 

capital dengan menggunakan skala rating seperti yang telah digunakan Hooks 

(2000) dalam Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 

Skala Rating untuk Mengukur Pengungkapan Intellectual Capital 
0 1 2 3 4 

Seharusnya tidak 

diungkapkan 

Seharusnya 

diungkapkan 

tetapi kurang 

penting 

Cukup penting Seharusnya 

diungkapkan dan 

sangat penting 

Sangat perlu 

untuk 

diungkapkan 

Sumber: Hooks (2000) 

 

Lima point skala rating yang digunakan dapat menggunakan skala 1-5 atau 0-4.  

Skor yang dialokasikan merupakan bobot masing-masing faktor intellectual 

capital dalam indeks.  Bobot indeks ini nantinya merupakan best practices model 

pengungkapan intellectual capital dan digunakan untuk memberikan skor 

bagaimana organisasi sektor publik mengungkapkan faktor intellectual capital 

tiap elemen intellectual capital dalam laporan tahunannya.  Dikarenakan 

stakeholder organisasi sektor publik tidak dilibatkan dalam pemilihan awal faktor  

intellectual capital, maka mintalah stakeholder sektor publik untuk menambahkan 

faktor intellectual capital lain yang seharusnya diungkapkan dalam laporan 

tahunan organisasi sektor publik.  Stakeholder sektor publik juga diminta untuk 

memberikan bobot untuk faktor intellectual capital yang ditambahkan.   

Bab 4 Pengukuran Kualitas Pengungkapan 

Intellectual Capital Sektor Publik 

 Pentingnya kualitas dalam pengungkapan intellectual capital maka 

pengukuran terhadap aspek tersebut dalam pengungkapan intellectual capital 

sektor publik menjadi hal yang perlu untuk dilakukan.  Untuk mengukur kualitas 

pengungkapan intellectual capital sektor publik dapat dilakukan dengan 

melakukan skoring pengungkapan menggunakan skala 0-3 seperti yang telah 
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digunakan oleh Guthrie et al. (1999) dengan skor 3 merupakan skor tertinggi 

untuk pengungkapan moneter, skor 2 untuk pengungkapan numerik, skor 1 untuk 

pengungkapan dalam bentuk narasi, dan skor 0 untuk yang tidak dilakukan 

pengungkapan.  Di samping itu pengukuran kriteria kualitas untuk skoring 

pengungkapan intellectual capital sektor publik dapat dilakukan dengan 

menggunakan 6 point skala yang di adopsi dari Shareef (2003) dan Firer dan 

Williams (2005) dan kemudian dimodifikasi seperti  yang ditunjukan dalam Tabel 

4.1. 

Tabel 4.1 

Kriteria Kualitas untuk Pen-skoran Pengungkapan Intellectual Capital 
5 Kuantitatif/Moneter dan 

Deskriptif 

Item pengungkapan dengan jelas didefinisikan secara moneter 

atau dalam kuantitas fisik aktual dan pernyataan deskriptif 

dibuat 

4 Kuantitatif/Moneter Item pengungkapan secara jelas didefinisikan secara moneter 

atau dalam kuantitas fisik aktual 

3 Deksriptif Item pengungkapan didiskusikan yang menunjukan dengan 

jelas pengaruhnya terhadap organisasi sektor publik atu 

kebijakannya 

2 Tidak jelas Item pengungkapan intellectual capital didiskusikan secara 

terbatas atau mengulas nilai topik atau tema lain 

1 Tidak material Organisasi sektor publik menyatakan bahwa item 

pengungkapan tidak material terhadap keberhasilan keuangan 

dan hasil organisasi sektor publik 

0 Tidak ada pengungkapan Item pengungkapan tidak nampak dalam laporan tahunan 

Sumber: Diadopsi dari Shareef (2003) dan Firer dan Williams (2005) 

 

 Beberapa faktor intellectual capital dalam indeks pengungkapan memiliki 

sifat deskriptif dan penilaian secara kuantitatif atau moneter tidak mungkin 

dilakukan.  Misalnya, budaya organisasi dan filosofi manajemen merupakan 

faktor yang sangat sulit untuk dikuantifikasikan.  Merujuk pada Tabel 4.1, maka 

untuk faktor intellectual capital tersebut, skor maksimum yang dapat diberikan 

adalah 3.  Faktor intellectual lain yang memperoleh alokasi skor maksimum 3 

adalah intellectual property, filosofi manajemen, proses manajemen, budaya/nilai 

organisasi, pekerjaan yang berhubungan dengan pengetahuan pegawai, dan 

inovasi kewirausahaan.   
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Bab 5 Skoring Pengungkapan Intellectual 

Capital Sektor Publik 

 Sebagai dasar untuk pengkodean, kalimat jauh lebih reliable dibandingkan 

dengan unit analisis lainnya.  Oleh karenanya, maka untuk melakukan 

pengkodean terhadap faktor intellectual capital dalam penelitian ini menggunakan 

kalimat sebagai unit analisis.  Gambar 5.1 berikut adalah kerangka skoring yang 

digunakan untuk menilai pengkodean laporan tahunan yang diadopsi dari Wong 

dan Gardner (2005) yang dimodifikasi. 
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Public Structural 
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Gambar 5.1 Kerangka Skoring Pengkodean Pengungkapan Intellectual Capital 

Sumber: Diadopsi dari Wong dan Gardner (2005)  

Tiap kalimat dalam laporan tahunan dinilai dengan menggunakan 4 digit kode 

numerik (atau 5 digit numerik, jika kalimat berhubungan dengan aktivitas 

bersama) sesuai dengan kerangka pengkodean yang ditunjukan dalam Gambar 

5.1.  Skor kualitas (digit akhir dari kode 4 atau 5) dialokasikan untuk tiap kalimat 

yang berhubungan dengan intellectual capital, pada skala 1-3 atau 1-5 

menggunakan kriteria kualitas yang telah ditentukan sebelumnya.  Kalimat yang 

menunjukan tidak adanya pengungkapan intellectual capital dialokasikan dengan 

kode 0. Sebagai contoh, kalimat “untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

di daerah A, maka disediakan sarana yang memadai dan manajemen berkelanjutan 

atas sumber daya alam”, dinilai dengan kode 1323.  Kode 1 pertama 

mengindikasikan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat yang menyatakan 

intellectual capital, kode 3 mengkategorikan kalimat tersebut ke dalam kategori 

public structural capital, kode 2 menunjukan bahwa kalimat tersebut menekankan 

pada filosofi manajemen, dan kode 3 menunjukan skor kualitas (maksimum 3 

khusus untuk item filosofi manajemen).  Setelah pengkodean seluruh kalimat 

dalam laporan lengkap, kode dianalisa dan dijumlah ke dalam tiga elemen 

intellectual capital yang ditunjukan dalam indeks pengungkapan intellectual 

capital.   

 Setelah langkah-langkah di atas dilakukan, maka tingkat dan kualitas 

pengungkapan intellectual capital dilakukan dengan membandingkan rata-rata 

skor dan kualitas pengungkapan yang dialokasikan untuk tiap faktor intellectual 

capital oleh stakeholder organisasi sektor publik dengan rata-rata skor yang 

dicapai organisasi sektor publik.  Range skor yang digunakan antara 0 (tidak ada 

pengungkapan) sampai dengan 5 (pengungkapan penuh).  Jika organisasi sektor 

publik memperoleh skor tinggi (skor 4 atau 5) untuk sebuah faktor intellectual 

capital yang dinilai penting oleh stakeholder, maka pengungkapan atas faktor 

3 2 1 4 5 
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intellectual capital tersebut merupakan best practices untuk pengungkapan 

intellectual capital.  Sebaliknya, jika organisasi sektor publik mencapai tingkat 

yang rendah untuk pengungkapan sebuah faktor intellectual capital (skor 1 atau 

2), dan dianggap relatif penting untuk pengungkapan (diindikasikan oleh bobot 

yang dialokasikan oleh stakeholder sektor publik), maka organisasi sektor publik 

tidak memenuhi best practice pengungkapan intellectual capital.  Adanya 

perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor yang dicapai dan tingkat 

kepentingan menunjukan adanya gap informasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


